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Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 membahas 
tentang Perjanjian Perkawinan, fokus masalah penelitian ini: (1) Bagaimana 
pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU 
XIII/2015. (2) Bagaimana pandangan hukum progresif dan hukum Islam terhadap 
putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang perjanjian 
perkawinan.Metode penelitian ini adalah normatif dengan pendekatan kualitatif 
Eksplanatoris. Adapun teknik pengumpulan data yaitu dengan bahan hukum 
primer yaitu Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 dan sekunder dengan cara 
membaca dan mengutip bahan hukum yang ada kaitannya dengan pokok-pokok 
bahasan berupa literatur-literatur hukum, dokumen-dokumen dan peraturan 
perundang-undangan.Hasil penelitian ini adalah Pertama Pertimbangan hakim 
dalam Mahkamah Konstitusi memberikan perluasan makna perjanjian perkawinan 
dalam pasal 29 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4), yang tadinya “Pada waktu atau 
sebelum perkawinan dilangsungkan” dalam Pasal 29 ayat (1), sekarang dirubah 
menjadi “Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan 
perkawinan” dan frasa “selama perkawinan berlangsung” dalam Pasal 29 ayat (4) 
UU 1/1974 membatasi kebebasan 2 (dua) orang individu untuk melakukan atau 
kapan akan melakukan perjanjian. Kedua Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut 
sejalan dengan hukum progresif dan hukum Islam, sebagaimana asumsi dasar 
hukum progresif bahwa hukum untuk manusia bukan sebaliknya dan hukum 
selalu ada pada proses yang menjadi bukan institusi yang mutlak serta final. Maka 
perubahan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan 
wujud progresivitas hukum. Adapun upaya melakukan perjanjian perkawinan 
dalam Islam yakni untuk menuju keluarga yang bahagia, menjaga hubungan 
komunikasi, untuk mengatur ekonomi keuangan keluarga. 
 



























The Constitutional Court Decision Number. 69/PUU-XIII/2015 about 
Marriage Covenant, this research focus on (1) How judge’s consideration in 
Constitutional Court’s decision Number 69/PUU-XIII/2015 (2) How is the 
viewpoint of progressive law and Islamic law to Constitutional Court’s decision 
Number 69/PUU-XIII/2015 about Marriage Covenant. This research method is a 
normative with explanatory qualitative approuch. While the data collection 
technique are primary law material that is the Constitutional Court’s decision 
Number 69/PUU-XIII/2015 and the secondary by reading and quoting law 
material that have a connection with the subject those are law literatures, 
documents, and law regulations. The results are First judge’s consideration in 
Constitutional Court give an expansion of meaning of the Marriage Covenant in 
article 29 paragraph (1), paragraph (3) and paragraph (4) that was “at the time of 
before marriage takes place” in article 29 paragraph (1) now changed to “at the 
time, before it takes place , or during the marriage bond” in phrase “during the 
marriage” in article 29 paragraph (4) UU 1/1974 limit the freedom of 2 (two) 
individuals to dor or when to make an agreement. Two the Constitutional Court’s 
decision Number 69/PUU-XIII/2015 are in line with progressive law and Islamic 
law, as is the basic assumption of progressive law that law for humans is not the 
other way around and that law always exist in a process that is not an absolute and 
final institution. So the legal changes made by the the Constitutional Court’s 
decision Number 69/PUU-XIII/2015 are a form of legal progression. As for the 
effort to make a marriage covenant in Islam, namely to get to a happy family, 
maintain communication relations, to regulate the familys financial economiy. 
Keyword: Constitutional Court Decision, Marriage Covenant, Progressive 
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A. Latar Belakang Masalah 
 
Sesuai dengan kodratnya manusia mempunyai naluri untuk 
mempertahankan generasi atau keturunannya. Tentunya dalam hal ini cara 
yang paling tepat untuk mewujudkannya adalah dengan melangsungkan 
perkawinan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
Tentang Perkawinan, yang mana perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir 
batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan 
membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan 
Yang Maha Esa. Dalam Undang-Undang ini sudah jelas dijelaskan bahwa 
tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, 
dan juga perlu untuk saling melengkapi, agar masing-masing dapat 
mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan 
spriritual dan materiil. 
Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami 
dan istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur 
akibat-akibat perkawinan terhadap harta benda mereka.
1
Secara spesifik, 
perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan 
ayat (4) UU Perkawinan Tahun 1974 yang menyatakan bahwa suatu perjanjian 
perkawinan dapat dikatakan sah bilamana tidak melanggar batas-batas hukum, 
 
1
Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional,(Jakarta; Prenada 









agama dan kesusilaan serta telah disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. 
Namun, setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi No 69/PUU- 
XIII/2015 tentang perjanjian perkawinan yang mengakibatkan memperluas 
makna dari perjanjian perkawinan itu sendiri. 
Namun, seringkali peraturan-peraturan itu tidak dapat mewujudkan 
ketertiban yang diinginkan oleh masyarakat, karena  perkembangan 
masyarakat yang lebih cepat daripada peraturan-peraturan tersebut sehingga 
peraturan-peraturan itu tidak dapat menjawab permasalahan-permasalahan 
yang muncul. Lebih ironis adalah, peraturan-peraturan yang telah disusun 
tersebut membuat masyarakat yang diaturnya sengsara dan tidak bahagia. Hal- 
hal seperti inilah yang memancing timbulnya gagasan-gagasan baru di bidang 
hukum. Di Indonesia yang merupakan negara hukum,
2
 tidak bisa dihindari 
akan kemunculan gagasan hukum dari pakar hukum Indonesia sendiri. Salah 
satu gagasan yang muncul di Indonesia adalah gagasan hukum progresif yang 
dicetuskan oleh Satjipto Rahardjo. 
Gagasan hukum progresif dimaksudkan untuk mengatasi tragedi 
tersebut, dengan cara lebih memperhatikan isu-isu sosial dan keadilan. Satjipto 
Rahardjo, menyadari bahwa hilangnya keseimbangan antara keadilan dan 
kepastian karena paradigma otonomi hukum di Indonesia yang terlalu kaku.
3
 
Gagasan Hukum progresif oleh Satjipto Rahardjo merupakan pergumulan 
pemikirannya yang panjang terhadap penerapan sistem hukum di Indonesia 
 
2
Syarif Mappiasse,  Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim, JakartaKencana; 2015, 
15. 
3
MyrnaA.Safitri, Awaluddi Marwan Dkk, Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif 







yang selalu statis, koruptif, dan tidak mempunyai keberpihakan struktural 
terhadap hukum yang hidup di masyarakat. Hukum di Indonesia telah 
kehilangan basis sosialnya, basis multikulturalnya dan ditegakkan secara 
sentralistik dalam bangunan sistem hukum. Hukum kemudian dipaksakan, 




Jika ingin keluar dari keadaan diatas, maka harus membebaskan diri 
dari belenggu formalisme-positivisme, karena jika hanya mengandalkan pada 
teori dan pemahaman hukum secara legalistik-positivistis yang hanya berbasis 
pada peraturan tertulis belaka,maka tidak akan pernah mampu untuk 
menangkap hakikat akan kebenaran, keadilan dan kemanusian.
5
 Konsep 
hukum progresif, yang memaknai hukum untuk manusia dan masyarakat dan 
bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, merupakan alternatif yang dapat 
dipergunakan dalam penerapan hukum, yang lebih memungkinkan untuk 
mewujudkan tujuan hukum yang demikian itu. 
Ajaran hukum progresif sebenarnya tidak mengharamkan hukum 
positif namun tidak juga mendewakan ajaran hukum bebas. Progresivisme 
tetap berpijak pada aturan hukum positif, namun disertai dengan pemaknaan 








Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum : Esai-Esai Terpilih, Yogyakarta: Genta 
Publishing, 2010,.96-97. 
5
Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim Halam Persfektif Hukum Progresif, 







bahkan lebih dari apa yang dikembangkan dalam Sociological Jurisprudence, 
namun mencakup pula aspek psikologis dan filosofis.
6
 
Hukum progresif menganggap hukum sebagai suatu institusi yang 
bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan 
membuat manusia bahagia. Hukum progresif berangkat dari asumsi dasar 
bahwa hukum adalah untuk manusia, dan bukan sebaliknya. Berdasarkan hal 
itu, maka kehadiran hukum bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk 
sesuatu yang lebih luas, yaitu; untuk harga diri manusia, kebahagiaan, 
kesejahteraan, dan kemuliaan manusia. Pernyataan bahwa hukum adalah  
untuk manusia, dalam artian hukum hanyalah sebagai “alat” untuk mencapai 
kehidupan yang adil, sejahtera dan bahagia, bagi manusia.
7
 
Gagasan Hukum Progresif di Indonesia telah mengkristal dan 
menyebar. banyak buku ditulis terkait dengan Hukum Progresif, baik itu 
ditulis oleh Satjipto Rahardjo sendiri, mahasiswa nya, maupun oleh sarjana 
hukum yang menaruh perhatian terhadap gagasan hukum progresif. 
Perkawinan dikenal adanya perjanjian perkawinan yang mana sering 
dibacakan oleh calon suami setelah akad nikah, yakni perjanjian ta’lik talak. 
Perjanjian lainnya yang sering dilakukan adalah perjanjian tentang harta 
bersama. Perjanjian perkawinan adalah persetujuan yang dibuat oleh calon 
mempelai pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan dan masing- 
masing berjanji akan mentaati apa yang ada dalam persetujuan yang disahkan 
 
6
Novita Dewi Masyitoh, Mengkritisi Analytical Jurisprudence Versus Sosiological 
Jurisprudence Dalam Perkembangan Hukum Indonesia, dalam Al-Ahkam, XX, Edisi II Oktober 
2009, 17-22. 
7
Faisal, Menggagas Pembaharuan Hukum Melalui Studi Hukum Kritis, Jurnal 







oleh pencatatan nikah. Perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 29 UU No.1 
Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu: 
1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas 
persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan 
oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga 
terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. 
2. Perjanjian tersebut tidak dapat dipisahkan bilamana melanggar batas- 
batas hukum, agama dan kesusilaan. 
3. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. 
 
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, 
kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan 
perubahan tidak merugikan pihak ketiga. 
Selain itu pegawai yang berhak mencatat dan mengesahkan perjanjian 
tersebut adalah pegawai pencatat nikah saja. Namun setelah adanya putusan 
MK nomor 69 /PUU-XIII/2015 telah memberikan keleluasaan terhadap pelaku 
perkawinan dalam membuat perjanjian perkawinan. Di dalamnya disebutkan 
bahwa perjanjian perkawinan dapat dilakukan setelah akad atau saat 
perkawinan itu berlangsung. Adapun pencatatan dilakukan oleh pegawai 
pencatat nikah dan juga notaris dengan ini perjanjian perkawinan dapat 
dipahami sebagai hubungan kontrak perdata di dalam ikatan perkawinan yang 







B. Rumusan Masalah 
 
1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 
69/PUU-XIII/2015 ? 
2. Bagaimana pandangan Hukum Progresif dan Hukum Islam terhadap 
Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Perjanjian Perkawinan? 
C. Tujuan penelitian 
 
1. Untuk Mengetahui, Memahami Dan Menjelaskan pertimbangan hukum 
oleh hakim tentang perluasan makna perjanjian perkawinan dalam 
perspektif hukum progresif studi Putusan Mahakamah Konstitusi No 
69/PUU-XIII/2015. 
2. Untuk Mengetahui, Memahami Dan Menjelaskan Pandangan Hukum 
Progresif Dan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahakamah Konstitusi 
Tentang Perjanjian Perkawinan. 
D. Kegunaan Penelitian 
 
1. Kegunaan Teoritis 
 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap 
perkembangan ilmu pengetahuan dalam menyikapi realita yang ada di 
masyarakat. Sebagai kontribusi kajian dan pemikiran bagi mahasiswa 
Fakultas Hukum, Khususnya Fakultas Syariah dalam memahami mengenai 








2. Kegunaan Praktis 
 
Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan 
pemberian pengertian bagi masyarakat mengenai perjanjian perkawinan. 
E. Sistematika Penelitian 
 
Salah satu syarat sebuah karya dikatakan ilmiah adalah sistematis. Selain 
sebagai syarat karya ilmiah, penulisan secara sistematis juga akan 
mempermudah penulis dan pembaca untuk dapat memahami secara 
menyeluruh terkait penelitian tersebut. Oleh karena itu, dalam karya tulis ini 
sistematika penulisan dan pembahasannya disusun menjadi tiga bab yang berisi 
hal-hal pokok yang dapat dijadikan pijakan dalam memahami pembahasan ini. 
Adapun sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
BAB I : PENDAHULUAN 
 
Pada BAB pendahuluan berisikan gambaran umum yang membuat pola 
dasar dan kerangka pembahasan skripsi. BAB pendahuluan meliputi latar 
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian 
dan sistematika penulisan. 
BAB II : KAJIAN PUSTAKA 
 
Pada BAB kajian pustaka penulis menyajikan tentang tiga hal, yaitu 
berkenaan dengan penelitian terdahulu, deskripsi teoritik dan kerangka pikir. 
BAB III : METODE PENELITIAN 
 
Pada BAB metode penelitian penulis memaparkan mengenai metode yang 
digunakan sebagai acuan dalam penelitian.Adapun diantaranya memuat sumber 







BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISIS 
 
Pada BAB pembahasan dan analisis menjelaskan tentang perluasan makna 
perjanjian perkawinan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
69/PUU/XIII/2015 dalam perspektif hukum progresif. 
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 
 
Pada BAB kesimpulan dan saran sebagai tand akhir dari penelitian yang 
telah dilakukan dan kemudian ditulis dalam bentuk kesimpulan dari hasil 
















A. Penelitian Terdahulu 
KAJIAN PUSTAKA 
 
Penelitian terdahulu yang dicantumkan oleh peneliti merupakan upaya 
pencarian perbandingan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang 
dilakukan oleh peneliti, selain itu penelitian terdahulu membantu peneliti 
dalam memposisikan penelitian yang dilakukan. Adapun beberapa hasil 
penelitian yang penulis anggap mempunyai relevansi dengan penelitian yang 
akan dilakukan antara lain : 
1. Surya Mulyani, 2016, dengan judul “Perjanjian Perkawinan dalam Sistem 
Perundang-Undangan di Indonesia (Studi terhadap pasal 29 UU No. 1 
Tahun 1974 dan pasal 45-52 Kompilasi Hukum Islam). Fokus penelitian 
ini membahas mengenai perjanjian perkawinan yang diatur di dalam 
peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pembahasan ini tidak hanya 
fokus pada perjanjian perkawinan atas harta bersama, melainkan 
perjanjian perkawinan di luar harta bersama secara umum.
8
 
2. Oly Viana Agustine, di dalam jurnal Rechts Vinding tahun 2017, dengan 
judul “Politik Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dalam Menciptakan Keharmonisan 
Perkawinan”. Pembahasan artikel ini terbagi ke dalam beberapa bagian 
yaitu : (1). Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari politik 
8
Surya Mulyani, Skripsi Tentang Perjanjian Perkawinan dalam Sistem Perundang- 
Undangan di Indonesia (Studi terhadap pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 dan pasal 45-52 











hukum nasional, (2). Perjanjian perkawinan sebelum adanya putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, (3). Politik hukum 
perjanjian perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
69/PUU-XIII/2015, dan ditutup pembahasan mengenai (4). Putusan 
berkeadilan dala menciptakan keharmonisan perkawinan. Artikel tersebut 
terfokus pada putusan Mahkamah Konstitusi tentang perjanjian 
perkawinan. Namun, penyusun akan mengkaji putusan Mahkamah 




3. Moh. Faizur Rohman, di dalam jurnal Al-Daulah pada tahun 2017 yang 
berjudul “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU- 
XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Tujuan Perkawinan”. 
Artikel tersebut membahas mengenai konsep perkawinan menrut hukum 
adat dan hukum Islam. Dilanjutkan dengan, tujuan perkawinan, perjanjian 
perkawinan di dalam perundang-undangan, kemudian substansi dari 
putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dan ditutup 
dengan pembahasan mengenai implikasi putusan Mahkamah Konstitusi 
terhadap tujuan perjanjian perkawinan. Arikel ini terfokus pada implikasi 








Oly Viana Agustine, Politik Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015 dalam Menciptakan Keharmonisan Perkawinan, Jurnal 
Rechts Vinding, Vol.6 No.1 April 2017 
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4. Happy Nur’Afni Roudhiyah, 2018, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam 
Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Perjanjian Perkawinan Atas 
Harta Bersama (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU- 
XIII/2015). Dengan rumusan masalah yaitu, (1). Bagaimana tinjauan 
hukum Islam terhadap dasar-dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam 
putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015? (2). Bagaimana 
tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian perkawinan atas harta bersama 
berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015? 
Penelitian ini menggunakan pendekatan library research dengan metode 
yang digunakan adalah literatur-literatur yang berkaitan dengan 
menggunakan analisis data induktif, artinya berangkat dari fakta-fakta 
yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkret, kemudian dari fakta-fakta 
atau peristiwa-peristiwa yang khusus konkret itu ditarik generalisasi yang 
mempunyai sifat umum. Fokus penelitian ini yaitu tinjauan hukum Islam 
tentang perjanjian perkawinan dan harta bersama menurut putusan 
Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015. Adapun hasil penelitian ini 
sebagai berikut: 
Menurut hukum Islam, perjanjian perkawinan boleh dilakukan 
berdasarkan pada ayat Al-Qur’an surat al-Maidah ayat 1, hadis nabi 
mengenai adanya perjanjian sebelum akad nikah (terkait mahar) 
ditambah dengan kaidah fikih mengenai akad atau perjanjian atas 
persetujuan bersama. Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 
69/PUU-XIII/2015 terkait perjanjian perkawinan atas harta 
bersama dapat dikatakan memenuhi beberapa kemaslahatan, seperti 
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B. Kerangka Teori 
 
1. Teori Keberlakuan Hukum 
 
Berlakunya kaidah hukum adalah tentang landasan keberlakuan 
kaidah hukum untuk menentukan sahnya suatu kaidah hukum terdapat tiga 
landasan (yuridis, sosiologis, filosofis). Keberlakuan hukum secara 
yuridis, terdapat empat paradigma yaitu W. Sevenbergen, Hans Kelsen, 
Radbruch dan Logemann.
12
 Landasan yuridis yang menjadikan suatu 
kaidah hukum itu sah, karena : 
a. Proses penentuannya memadai, baik karena sesuai prosedur yang 
berlaku atau menurut cara yang telah ditetapkan (W. Severbergen); 
b. Sesuai dengan pertingkatan hukum atau kaidah hukum yang lebih 
tinggi (Hans Kelsen); 
c. Didasarkan kepada sistem atau tertib hukum secara keseluruhan 
(Gustav Radbruch); 
d. Didasarkan kepada adanya ikatan yang memaksa untuk bersikap 
tindak/berperilaku pantas berdasarkan hubungan kondisi dan akibatnya 
(Logemann). 
Keberlakuan kaidah hukum secara sosiologis, berdasarkan kepada 
penerimaan masyarakat yang dapat dibedakan atas penerimaan melalui 
teori pengakuan dan teori paksaan.Sedangkan kaidah hukum dinyatakan 
berlaku secara filosofis, apabila sesuai dengan cita-cita hukum sebagai 
 
Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015). Yogyakarta; Universitas Islam Negeri Sunan 
Kalijaga, Program Studi Al Ahwal Al Syakhshiyah, 2018, 86-87. 
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nilai yang dianut dalam pergaulan hidup masyarakat dengan orientasi 
kepada kedamaian dan keadilan.
13
 
Berdasarkan penjelasan tersebut, maka agar suatu hukum dapat 
berlaku di Indonesia harus memenuhi landasan yuridis, sosiologis dan 
filosofis. Keberlakuan hukum secara yuridis harus sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.Keberlakuan hukum secara sosiologis 
harus sesuai dengan nilai-nilai budaya yang berlaku di masyarakat. 
Keberlakuan hukum secara filosofis harus sesuai dengan ideologi bangsa 
(Pancasila). Apabila kaidah hukum hanya berlaku secara yuridis, maka 
hukum tersebut hanya merupakan kaidah yang mati. Adapun apabila  
hanya berlaku secara sosiologis (dalam teori paksaan), maka kaidah 
tersebut hanya menjadi aturan pemaksa. Dan jika hanya berlaku secara 
filosofis, maka hukum tersebut hanya merupakan hukum yang dicita- 
citakan. Oleh sebab itu, agar suatu hukum berlaku dengan baik harus 
terpenuhi keberlakuan hukum, baik secara yuridis, sosiologis dan filosofis. 
2. Teori Kreativitas Hakim 
 
Hakim dalam mengambil suatu keputusan merujuk pada Undang- 
Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- 
Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yakni Pasal 60A ayat 
(1) disebutkan “Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim 
bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya”. 











yang dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum oleh 




Seorang hakim tidak luput dari tuntutan untuk kreatif dalam 
mempertimbangkan suatu masalah hukum, Undang-Undang No. 48 Tahun 
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman antara lain: (1) “Putusan pengadilan 
selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu 
dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber 
hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”. Berkaitan 




3. Teori Hukum Progresif 
 
Hukum progresif digagas oleh Satjipto Rahardjo ini memiliki 
asumsi dasar bahwa "hukum untuk manusia, bukan manusia untuk 
hukum." Selain itu, teori hukum progresif menolak tradisi "analytical 
jurisprudence" atau "rechts dogmatick" dan berbagai paham dengan aliran 
legal realism, freirechts lehre, sociological jurisprudence, interessen 
jurisprudenz di jerman, teori hukum alam dan critical legal studeis. Jika 
benar demikian, jelas teori Hukum Progresif dapat dikelompokkan ke 
dalam teori besar hukum yang berbasis sosiologis dengan postulat "hukum 
untuk manusia". Dengan demikian, yang penting menurut teori itu adalah 
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Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 60A Ayat (1) dan (2). 
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manusia (anthropocentris) dalam upayanya mencapai keadilan, hukum 
harus dikembangkan secara bebas (freirechtslehre) tidak perlu terikat oleh 
aturan hukum yang bersifat prosedural. Padahal, tidak bisa diingkari 
bahwa hukum prosedural mempunyai fungsi penting dalam suatu sistem 
hukum yakni untuk memberi legitimasi, keabsahan, dan kepastian 
hukum.Dalam sistem peradilan dewasa ini, pandangan hukum bebas atau 
Hukum Progresif didukung oleh doktrin judicial activism (kebebasan 
hakim yang sangat luas), sebaliknya pandangan kepastian hukum 




Dalam pandangan Hukum Progresif, hukum itu selalu dalam  
proses untuk menjadi dan dalam memberikan penjelasan terhadap 
fenomena hukum selalu dilibatkan dengan teori-teori lain. Pelibatan teori- 
teori lain dalam hukum progresif sekaligus menjelaskan tentang 
kedudukan hukum progresif ditengah-tengah teori hukum lain.
17
 
4. Teori Kebebasan Berakad 
 
Hukum Islam mengakui kebebasan berakad, yaitu suatu prinsip 
hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis 
apapun tanpa terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan dalam 
undang-undang shari’ah dan memasukan klausul apa saja ke dalam akad 
yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat 
16
I Made Pasek Diantha, Metodologi Peneltian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori 
Hukum, Jakarta: Prenada Media Group, 2017, h. 64. 
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memakan harta sesama dengan jalan yang batil. Asas kebebasan berakad 
ini merupakan konkretisasi lebih jauh dan spesifikasi yang lebih tegas lagi 
terhadap asas ibahah dalam mu’amalah.
18
 
Pada dasarnya hukum Islam memberi kebebasan berakad atau 
berkontrak terhadap orang yang membuat akad sesuai dengan yang 
diinginkan, akan tetapi yang menentukan akibat hukumnya adalah ajaran 
agamanya. Hal ini untuk menjaga agar dalam melakukan kegiatan 
bermuamalah sesuai dengan ketentuan-ketentuan syari’ah dalam islam dan 
mencegah agar tidak terjadi penganiayaan antara sesama manusia melalui 
akad dan syarat-syarat yang dibuatnya.
19
 Dalam perjanjian hukum Islam 
juga dianut apa yang dalam Ilmu Hukum disebut dengan “asas kebebasan 
berkontrak”. Dalam asas kebebasan berkontrak dimaksudkan kebebasan 
seseorang untuk membuat perjanjian macam apapun dan berisi apa saja 
sesuai dengan kepentingannya dalam batas-batas kesusilaan dan ketertiban 
umum, sekalipun perjanjian itu bertentangan dengan pasal-pasal hukum 
perjanjian.
20
 Hal tersebut untuk menjaga agar jangan sampai terjadi 
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C. Kerangka Konseptual 
 
1. Pengertian Mahkamah Konstitusi 
 
Mahkamah Konstitusi terdiri dari dua kata, yaitu mahkamah dan 
konstitusi. Mahkamah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan 
sebagai pengadilan dan dapat juga diberikan badan tempat memutuskan 
hukum atau suatu perkara atau pelanggaran.
21
 Sedangkan konstitusi dapat 
diartikan dengan segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan 
(undang-undang dasar dan sebagainya) serta dapat juga berarti undang- 
undang dasar suatu negara.
22
 Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
Mahkamah Konstitusi merupakan suatu badan atau pengadilan untuk 
memutuskan hukum atas suatu perkara yang berkaitan dengan aturan 
ketatanegaraan atau yang bersangkutan dengan Undang-Undang Dasar. 
a. Fungsi Mahkamah Konstitusi 
 
Mahkamah Konstitusi mempunyai beberapa fungsi, yaitu : 
mengawal konstitusi, agar dilaksanakan dan dihormati baik 
penyelenggara kekuasaan negara maupun warga negara dan 
Mahkamah Konstitusi juga menjadi penafsir akhir konstitusi.
23
 Dengan 
fungsi tersebut, keberadaan mahkamah konstitusi memiliki arti  
penting dan peranan strategis dalam perkembangan ketatanegaraan 
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b. Wewenang Mahkamah Konstitusi 
 
Wewenang Mahkamah Konstitusi tersebut secara khusus diatur 
lagi dalam Pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dengan 
rincian sebagai berikut: 




2) Kewenangan memutus sengketa lembaga negara;26 
 
3) Kewenangan memutus pembubaran politik;27 
 
4) Kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan umum;28 
 
5) Memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat dalam proses 
 




2. Pengertian Putusan Mahkamah Konstitusi 
 
Putusan dalam peradilan merupakan perbuatan hakim sebagai 
pejabat negara berwenang yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk 
umum dan dibuat secara tertulis untuk mengakhiri sengketa yang 
dihadapkan para pihak kepadanya.
30
Putusan Mahkamah Konstitusi sejak 
diucapkan dihadapan sidang terbuka untuk umum, dapat mempunyai 3 
24
Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia,(Jakarta; Kencana, 
2010.),221 
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Kekuatan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi berbeda dengan 
putusan pengadilan biasa, tidak hanya meliputi pihak-pihak berperkara, 
yaitu pemohon, pemerintah, DPR/DPD ataupun pihak terkait yang 
diizinkan memasuki proses perkara, tetapi putusan tersebut juga mengikat 
bagi semua orang, lembaga negara, dan badan hukum dalam wilayah 
Republik Indonesia. Kekuatan pembuktian bahwa hakim tidak boleh lagi 
memutus perkara permohonan yang sebelumnya pernah diputus, 
sebagaimana disebut dalam pasal 60 Undang-Undang Mahkamah 
Konstitusi.
32
 Kekuatan eksekutorial Mahkamah Konstitusi adalah 
putusannya berlaku sebagai undang-undang, tetapi tidak memerlukan 
perubahan yang harus dilakukan dengan amandemen atas undang-undang 
yang bagian tertentu dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.
33
 
Putusan Mahkamah Konstitusi telah dianggap terwujud dengan 
pengumuman putusan tersebut dalam Berita Negara sebagaimana 
diperintahkan pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.
34
 
Akibat hukum yang timbul dari satu putusan hakim jika 
menyangkut pengujian terhadap undang-undang diatur dalam Pasal 58 
Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Pasal tersebut berbunyi “Undang- 
Undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku sebelum ada 
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putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut betentangan 
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
35
 
Dapat disimpulkan, bahwa putusan hakim Mahkamah Konstitusi yang 
menyatakan satu undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 dan 
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak boleh berlaku surut. 
Akibat hukum yang timbul dari putusan itu dihitung sejak putusan tersebut 
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. 
3. Perjanjian Perkawinan 
 
a. Pengertian Perjanjian Perkawinan 
 
Janji-janji kawin tidak menimbulkan hak untuk menuntut di 
muka Hakim akan berlangsungnya perkawinan dan menuntut 
penggantian biaya, rugi dan bunga, akibat kecideraan yang dilakukan 
terhadapnya; segala persetujuan untuk ganti rugi dalam hal ini adalah 
batal (Pasal 58 ayat 1 KUH Per). Setiap perjanjian kawin harus dibuat 
dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung. Dan perjanjian 
mulai berlaku semenjak saat perkawinan dilangsungkan (Pasal 147 
KUH Per). Perjanjian kawin ini mulai berlaku bagi pihak ketiga sejak 
hari pendaftarannya di Kepaniteraannya Pengadilan Negeri setempat, 
dimana pernikahan itu telah dilangsungkan (Pasal 152 KUH Per). 
Setelah perkawinan berlangsung, perjanjian kawin dengan cara 













Di dalam ketentuan Pasal 139-143 KUH Per, diatur mengenai 
hal-hal yang tidak dapat dimuat dalam perjanjian perkawinan, yaitu: 
1) Tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. 
 
2) Tidak boleh melanggar kekuasaan suami sebagai kepala di dalam 
perkawinan. 
3) Tidak boleh melanggar hak kekuasaan orang tua. 
 
4) Tidak boleh melanggar hak yang diberikan undang-undang kepada 
suami atau istri yang hidup terlama. 
5) Tidak boleh melanggar hak suami di dalam statusnya sebagai 
kepala persatuan suami-istri. 
6) Tidak boleh melepaskan haknya atas legitieme prtie (hak mutlak) 
atas warisan dari keturunannya dan mengatur pembagian warisan 
dari keturunannya. 
7) Tidak boleh diperjanjikan bahwa sesuatu pihak harus membayar 
sebagian utang yang lebih besar daripada bagian keuntungannya. 
8) Tidak boleh diperjanjikan dengan kata-kata umum, bahwa ikatan 
perkawinan mereka akan diatur oleh undang-undang luar negeri, 






















b. Bentuk Perjanjian Perkawinan 
 
1) Perjanjian Persatuan Untung dan Rugi, maksudnya adalah agar 
masing-masing pihak akan tetap mempertahankan hak milik 
mereka, baik berupa harta kekayaan pribadi bawaan maupun 
berupa hadiah-hadiah yang khusus diperuntukkan kepada masing- 
masing pihak dan ataru hak-hak yang telah diberikan undang- 
undang seperti warisan, hibah dan wasiat. Semua penghasilan yang 
diperoleh dari tenaga atau modal selama perkawinan berlangsung 
menjadi harta bersama. Sebaliknya, segala kerugian yang diderita 
dalam memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga sebagai suami 
isteri menjadi kerugian dan beban bersama. 
2) Perjanjian Persatuan Hasil Pendapatan, adalah perjanjian antara 
sepasang calon suami isteri untuk mempersatukan setiap 
keuntungan (hasil dan pendapatan) saja. Perjanjian ini berarti 
serupa dengan perjanjian untung semata, sedangkan kerugian tidak 
diperjanjikan. 
3) Perjanjian Ta’lik Talak37 
 
Penjelasan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan, menyatakan bahwa perjanjian perkawinan dalam  
pasal ini tidak termasuk ta’lik talak, namun Kompilasi Hukum 
Islam memuat aturan mengenai ta’lik talak termasuk salah satu 
macam perjanjian perkawinan. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 
37
Ta’lik Talak adalah perjanjian yang diucapkan calonmempelai pria setelah akad nikah 
yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan 







Tahun 1975 Pasal 11 ayat (2) menyebutkan “Perjanjian yang 
berupa ta’lik talak dianggap sah kalau perjanjian ini diucapkan dan 
ditantatangani oleh suami setelah akad nikah dilaksanakan”. 
c. Isi Perjanjian Perkawinan 
 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
ataupun Kompilasi Hukum Islam menyatakan isi perjanjian kawin 
dapat menyangkut segala sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan 
ketentuan perjanjian secara umum, hanya pejanjian itu disahkan di 
depan Pegawai Pencatat Nikah. Isi perjanjian perkawinan meliputi : 
1) Penyatuan harta kekayaan suami isteri; 
 
2) Penguasaan, pengawasan, dan perawatan harta kekayaan suami 
isteri; 
3) Isteri dan suami melanjutkan kuliah dengan biaya bersama; 
 
4) Dalam perkawinan mereka sepakat untuk melaksanakan keluarga 
berencana. 
d. Dasar Hukum Perjanjian Perkawinan 
 
1) KUH Perdata 
 
Pasal 119 KUH Perdata menyebutkan “Sejak saat 
dilangsungksnnya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta 
bersama menyeluruh antara suami isteri, sejauh tentang hal itu 
tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian kawin. 











Pasal 139 KUH Perdata menyatakan “Para calon suami 
isteri dengan perjanjian kawin dapat menyimpang dan peraturan 
undang-undang mengenai harta bersama asalkan hal itu tidak 
bertentangan dengan tata susila yang baik atau dengan tata tertib 
umum dan diindahkan pula ketentuan-ketentuan berikut”.
39
 
Pasal 147 KUH Perdata menyatakan “Perjanjian kawin 
harus dibuat dengan Akta Notaris sebelum perkawinan 
berlangsung, dan akan menjadi batal bila tidak dibuat secara 
demikian. Perjanjian itu akan mulai berlaku pada saat perkawinan 
dilangsungkan, tidak boleh ditentukan saat lain untuk itu”.
40
 
Pasal 149 KUH Perdata menentukan “Setelah perkawinan 




Pasal 152 Ketentuan yang tercantum dalam perjanjian 
kawin, yang menyimpang dan harta bersama menurut undang- 
undang, seluruhnya atau sebagian, tidak akan berlaku bagi pihak 
ketiga sebelum hari pendaftaran ketentuan-ketentuan itu dalam 
daftar umum, yang harus diselenggarakan di kepaniteraan pada 
Pengadilan Negeri, yang di daerah hukumnya perkawinan itu 
 
38
Tim Pustaka Buana, Kitab Lengkap: KUH Perdata, KUHA Perdata, KUHP,KUHAP., 
(Pustaka Buana, 2017), 46. 
39
 Ibid., 50. 
40
 Ibid., 51. 
41







dilangsungkan. Atau kepaniteraan di mana akta perkawinan itu 
didaftarkan, jika perkawinan berlangsung di luar negeri.
42
 
Ketentuan hukum dalam KUH Perdata menyebutkan terjadi 
persatuan harta perkawinan secara bulat bagi pasangan suami isteri 
setelah perkawinan berlangsung. Ketentuan tersebut dapat 
dikecualikan dengan mengadakan perjanjian kawin, sehingga 
pasangan suami-isteri dapat menyimpangi ketentuan persatuan 
harta kekayaan dengan adanya perjanjian kawin. 
4. Pengertian Hukum Progresif 
 
Secara umum kita dapat melihat bahwa hukum merupakan seluruh 
aturan tingkah laku berupa norma/kaidah baik tertulis maupun tidak 
tertulis yang dapat mengatur dan menciptakan tata tertib dalam masyarakat 
yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakatnya berdasarkan 
keyakinan dan kekuasaan hukum itu. 
Pengertian tersebut didasarkan pada penglihatan hukum dalam arti 
kata materiel, sedangkan dalam arti kata formal hukum adalah kehendak 
ciptaan manusia berupa norma-norma yang berisikan petunjuk-petunjuk 
tingkah laku, tentang apa yang boleh dilakukan dan tentang apa yang tidak 
boleh dilakukan, yang dilarang dan dianjurkan untuk dilakukan. Oleh 



















Progresif adalah kata yang berasal dari bahasa asing (Inggris) yang 
asal katanya adalah progress yang artinya maju. Progressive adalah kata 
sifat, jadi sesuatu yang bersifat maju. Hukum Progresif berarti hukum  
yang bersifat maju. Pengertian progresif secara harfiah ialah, favouring 
new, modern ideas, happening or developing steadily
44
(menyokong ke 
arah yang baru, gagasan modern, peristiwa atau perkembangan yang 
mantap), atau berhasrat maju, selalu (lebih) maju, meningkat.2 Istilah 
hukum progresif di sini adalah istilah hukum yang diperkenalkan oleh 
Satjipto Rahardjo, yang dilandasi asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk 
manusia. Satjipto Rahardjo merasa prihatin dengan rendahnya kontribusi 
ilmu hukum dalam mencerahkan bangsa Indonesia, dalam mengatasi 
krisis, termasuk krisis dalam bidang hukum itu sendiri. Untuk itu beliau 
melontarkan suatu pemecahan masalah dengan gagasan tentang hukum 
progresif. 
Progresif adalah suatu perubahan yang terjadi yang sifatnya maju, 
meningkat, meluas, berkelanjutan atau bertahap selama periode waktu 
tertentu baik secara kuantitatif ataupun kualitatif. Dalam bidang politik, 
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penelitian yang akan dilakukan.
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Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Tentang Perluasan Makna 
Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Progresif 




Istilah hukum progresif pertama kali diungkapkan oleh Satjipto 
Rahadrjo, hukum progresif merupakan terobosan atau peningkatan dalam 
dunia hukum yang memandang perlunya dilakukan perbaikan radikal 
untuk mengubah sistem hukum ke arah yang lebih baik. Dengan hal ini, 




D. Kerangka Pikir 
 
Kerangka pikir adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman- 
pemahaman yang lain, sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi 
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A. Metode Penelitian 
 
Penelitian terhadap studi terhadap Putusan Hakim Mahkamah 
Konstitusi mengenai pertimbangan hukum oleh hakim tentang perluasan 
makna perjanjian perkawinan menurut hukum progresif. Dalam hal ini 
menggunakan metode normatif, teori hukum normatif adalah yaitu telaah 
kepustakaan dengan menemukan asas dan doktrin hukum, penelitian terhadap 
sistematika hukum, mengkaji sebuah undang-undang atau putusan hakim dan 
menemukan hukum untuk suatu perkara in concreto.
47
 
Teori dari ilmu hukum normatif dapat diidentifikasi karakteristik teori 
hukum normatif, yakni: 1). Memberikan landasan teoritis bagi berlakunya 
norma hukum yang deskripsi dan depreskripsi oleh ilmu hukum normatif; 2). 
Norma hukum merupakan fokus kajiannya sebagaimana juga fokus kajian 
ilmu hukum normative termasuk metode penelitian hukum normatif; 3). Posisi 
sudut pandang berdirinya teoritisi hukum adalah dari sudut internal norma 
(from the within) yang bersifat mengharuskan (the ought), namun terkadang 
juga melihat gejala eksternal norma dalam penerapan hukum sebagai umpan 
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B. Jenis dan Pendekatan Penelitian 
 
Tipe yang digunakan dalam penelitian ini bisa disebut penelitian 
Eksplanatoris yaitu suatu penelitian untuk menerangkan, memperkuat atau 
menguji suatu ketentuan hukum.
49
 Penelitian hukum dibedakan menjadi 2 
yaitu : penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis. Penelitian 
hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahasan pustaka yang 
merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian hukum kepustakaan. 
Penelitian hukum sosiologis atau empiris terutama meneliti data primer.
50
 
Berdasarkan penjelasan tersebut,maka penelitian ini merupakan termasuk 
penelitian hukum normatif karena peneliti melakukan penelitian terhadap data 
sekunder. 
Pendekatan yang digunakan dan relevan dalam penelitian ini adalah 
Pendekatan Kasus (Case Approuch) dan Pendekatan Perundang-Undangan 
(Statue Approuch) karena dalam pendekatan kasus berbeda dengan penelitian 
sosial, pendekatan kasus (Case Approuch) dalam penelitian normatif 
tujuannya adalah untuk mempelajari bagaimana penerapan norma-norma atau 
kaidah hukum dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan kasus dilakukan 
dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu 
yang dihadapi yang telah menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus 
adalah Ratio Decidendi atau reasoning yaitu pertimbangan pengadilan untuk 
sampai kepada suatu putusan. Menurut Goodheart, dalam buku Peter Mahmud 
Marzuki, “ratio decidendi dapat diketemukan dengan memerhatikan fakta 
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materiil, fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu dan segala yang 
menyertainya”.
51
 Perlunya fakta materiil tersebut diperhatikan karena baik 
hakim maupun para pihak mencari aturan hukum yang tepat untuk dapat 
diterapkan kepada fakta tersebut. Kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana 




C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 
 
Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk 
memperoleh data yang diperlukan.
53
. Adapun pengumpulan data yang 
diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik sebagai berikut: 
Bahan pustaka teknik pengumpulan bahan hukum dan informasi yang 
diperlukan dalam penelitian ini menggunakan library research. Hal ini 
dilakukan dengan maksud memperoleh bahan hukum sekunder dengan cara 
membaca dan mengutip bahan hukum yang ada kaitannya dengan pokok- 
pokok bahasan berupa literatur-literatur hukum, dokumen-dokumen dan 
peraturan perundang-undangan. 
D. Sumber Bahan Hukum 
 
Sumber bahan dalam perspektif penelitian adalah asal dari sebuah 
keterangan atau informasi yang diperoleh pada saat penelitian. Adapun 
sumber bahan dalam penelitian ini adalah : 
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Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas , 
artinya bersifat mengikat. Bahan hukum primer dapat dibedakan lagi 
menjadi bahan hukum primer bersifat mandatory authority (meliputi 
perundang-undangan yang di keluarkan di wilayah hukum sendiri dan 
putusan hakim) dan persuasive authority (meliputi perundang-undangan di 
wilayah hukum Negara lain tetapi menyangkut hal yang sama dan putusan 
hakim di wilayah yuridiksi Negara lain).
54
 Bahan hukum primer yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 69/PUU-XIII/2015. 
b. Sumber Bahan Sekunder 
 
Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari 
sumber kedua. Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah 
data yang diperoleh dari buku-buku hukum yang ditulisoleh para ahli 
hukum, karya ilmiah atau kajian-kajian hukum yang membahas tentang 
Pertimbangan MahkamahKonstitusi dalam memutuskan surat putusan, 
membahas tentang perjanjianperkawinan. 
c. Sumber Bahan Tersier 
 
Sumber bahan tersier adalah hal-hal yang mendukung sumber 
primer dan sekunder, dalam hal ini seperti kamus, ensiklopedia dan 
sumber data yang bersifat menunjang atau pelengkap serta untuk 
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E. Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum 
 




1. Pemeriksaan data, yaitu dengan cara melakukan pengecekan data secara 
teliti guna menghindari kesalahan-kesalahan; 
2. Klasifikasi data, yaitu data yang telah terkumpul selanjutnya 
diklasifikasikan menurut pokok bahasannya masing-masing dan 
pengolahan data ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan dalam 
pengelompokkan data; 
3. Sistematisasi, yaitu data yang tekumpul kemudian diurutkan sesuai 
dengan pengelompokkannya sehingga akan sesuai dengan sistematika 
bahan. 
Setelah pengumpulan data dan pengolahan bahan, maka tahap 
selanjutnya adalah menganalisis bahan. Tujuannya adalah untuk 
menyederhanakan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan 
diinterprestasikan. Metode analisis data yang digunakan adalah metode 
deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan 
menyeleksi data yang diperoleh dari studi kepustakaan menurut kualitas dan 
kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan 
kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studin kepustakaan. 
Untuk menganalisis bahan hukum terlebih dahulu dilakukan 













atau peristiwa hukum) dengan melihat indeks masalah yang diteliti secara 
terpisah, inilah yang dinamakan analisa. Analsys artinya mencoba mencari 
makna baru dengan cara memberikan interpretasi teks yang menjadi objek 
untuk ditafsirkan, pemahaman terhadap latar belakang sejarah dan sosiologis 
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A. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU- 
XIII/2015 
1. Isi Pertimbangan 
 
Dalam memutuskan suatu perkara seorang hakim pasti memiliki 
pertimbangan yang akan di jadikan sebagai dasar hukum diantaranya  
yaitu: 
a. Kewenangan Mahkamah 
 
1) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut 
UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat 
(1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu 













tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk 
menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;
58
 
2) Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah menguji 
konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2043, selanjutnya disebut UU 5/1960) 
dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019, 
selanjutnya disebut UU 1/1974) terhadap UUD 1945, yang menjadi 
salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga Mahkamah berwenang 
mengadili permohonan a quo; 
Dapat disimpulkan, bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
selanjutnya disebut UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang- 
Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 
2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 29 ayat (1) huruf a 
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan 
kehakiman, bahwa Mahkamah memiliki wewenang untuk mengadili 
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pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. 
Serta, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. 
b. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon 
 
1) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta 
Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian 
Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang 
menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang 
diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu 
Undang-Undang, yaitu: 
a) Perorangan warga negara indonesia (termasuk kelompok orang 
yang mempunyai kepentingan sama; 
b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan 
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang- 
Undang; 
c) Badan hukum publik dan privat; atau 
 
d) Lembaga negara; 
 
Dengan demikian, pemohon dalam pengujian Undang- 
Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: 
a) Kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud  









b) Ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional 
yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh 
berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; 
2) Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005. Bertanggal 31 Mei 2005 dan 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, Bertanggal 
20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, 
berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan 
konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU 
MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: 
a) Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon 
yang diberikan oleh UUD 1945; 
b) Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh 
Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang 
yang dimohonkan pengujian; 
c) Kerugian konstitusional tersebut harus memiliki sifat spesifik 
(khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang 
menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 
d) Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara 










e) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya 
permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang 
didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
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3) Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan selaku perseorangan 
warga negara Indonesia merasa dirugikan hak konstitusionalnya 
dengan berlakunya Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 36 ayat (1) 
UU 5/1960 serta Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), serta 
Pasal 35 ayat (1) UU 1/1974, dengan alasan-alasan yang pada 
pokoknya sebagai berikut: 
a) Bahwa Pemohon sangat terluka, terdiskriminasikan hak- 
haknya, sengsara dan menderita baik secara psikologis 
(kejiwaan) maupun secara moral, terampas hak-hak asasinya 
akibat berlakunya Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 36 
ayat (1) UU 5/1960 dan Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) 
serta Pasal 35 ayat (1) UU 1/1974, penderitaan yang sama juga 
dirasakan oleh seluruh anggota keluarga Pemohon. Hak 
Konstitusional Pemohon untuk bertempat tinggal dan 
mendapatkan lingkungan hidup yang baik telah dirampas 
selamanya. Setiap orang pasti ingin memiliki/memberikan 
bekal bagi diri dan anak-anaknya untuk masa depan. Salah 















tempat tinggal, tempat berlindung, juga sebagai tabungan/bekal 
dimasa depan (hari tua) 
b) Bahwa Pemohon adalah warga negara yang taat dan 
menjunjung tinggi hukum, membayar pajak-pajak dan segala 
kewaiban lainnya yang harus dipenuhi sebagai warga negara 
Indonesia tanpa terkecuali, sama halnya dengan warga negara 
Indonesia yang lainnya. Namun atas segala kepatuhannya 
kepada negara dalam menjalankan kewajibannya selama ini, 
Pemohon justru dilakukan secara diskriminatif oleh negara, 
hanya karena Pemohon menikahi seorang warga negara asing. 
Bahwa ternyata keberadaan pasal-pasal tersebut bukan saja 
telah merampas keadilan dan hak asasi Pemohon, tetapi juga 
merampas hak asasi seluruh warga negara Indonesia yang 
menikah dengan warga negara asing; 
c) Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang setia, 
bersumpah “lahir di Indonesia, dan mati pun juga di Indonesia, 
menjunjung tinggi dan membela tanah air Indonesia”. Namun 
dengan berlakunya pasal-pasal tersebut Pemohon dibedakan 
haknya dengan warga negara Indonesia lainnya. 
d) Bahwa berdasarkan uraian hukum dan fakta diatas, kerugian 
Pemohon karena berlakunya Pasal 21 ayat (1), ayat (3) dan 
Pasal 36 ayat (1) UU 5/1960; serta Pasal 29 ayat (1), ayat (3), 









dan nyata (actual), serta telah terjadi dan dirasakan oleh 
Pemohon. Hal tersebut juga memiliki hubungan sebab akibat 
dan hubungan kausal dengan Pemohon (causal verband). 
Sehingga tidak terbantahkan permohonan pengujian Undang- 
Undang Pemohon telah memenuhi seluruh syarat-syarat 




4) Menimbang bahwa dengan mendasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK 
dan putusan Mahkamah mengenai kedudukan hukum (legal 




a) Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh 
UUD 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1), Pasal 27 ayat (1), 
Pasal 28E ayat (1), serta Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4), serta 
Pemohon menganggap hak konstitusional tersebut dirugikan 
oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; 
b) Kerugian konstitusional Pemohon setidak-tidaknya potensial 
yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan 
terjadi; 
c) Terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband) antara 
kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang 














dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional 
seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 
Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, 
Pemohon mengajukan permohonan karena merasa dirugikan dan 
kehilangan hak-hak asasinya akibat berlakunya: 
Pasal 21 
 
(1) Hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak 
milik 
(2) Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-Undang ini 
memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau 
percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga 
negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah 
berlakunya undang-undang ini kehilangan 
kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu dalam jangka 
waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau 
hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu 
tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak 
tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada  
negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang 



















a. Warga Negara Indonesia; 
 






(1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua 
pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian 
tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, 
setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga 
sepanjang pihak ketiga tersangkut; 
(3) Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan; 
 
(4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tdak 
dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada 








5) Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili 
permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum 
(legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, selanjutnya 





Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 36 ayat 1 
64









Dapat penulis simpulkan, bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat 
 
(1) UU MK dan putusan Mahkamah mengenai kedudukan hukum 
serta dikaitkan dengan kerugian yang dialami oleh Pemohon. 
Adapun kerugian-kerugian yang dialami Pemohon: 
a. Hak Pemohon untuk memiliki Rusun musnah, dikarenakan 
berlakunya Pasal 36 ayat (1) UUPA bahwa yang dapat 
mempunyai hak guna bangunan (HGB) adalah Warga Negara 
Indonesia (WNI) serta berlakunya Pasal 35 ayat (1) UU 
Perkawinan disebutkan bahwa harta benda yang diperoleh 
selama perkawinan akan menjadi harta bersama; 
b. Selain pasal-pasal yang disebutkan diatas, Pasal 21 ayat (1), 
ayat (3) UUPA dan Pasal 29 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UU 
Perkawinan, juga sangat berpotensi merugikan Hak Konstitusi 
Pemohon, karena pasal-pasal tersebut juga dapat 
menghilangkan dan merampas Hak Pemohon untuk dapat 
mempunyai Hak Milik dan Hak Guna Bangunan; 
c. Karna berlakunya pasal-pasal “Objek Pengujian” dalam 
permohonan ini menyebabkan hak Pemohon untuk memiliki 
Hak Milik dan Hak Guna Bangunan atas tanah menjadi hilang 
dan terampas selamanya, sehingga Pemohon sebagai warga 
negara Indonesia tidak akan pernah berhak untuk mempunyai 









dari itu, Pemohon sangat terdiskriminasikan dan dilanggar hak 
konstitusinya; 
d. Bahwa Pemohon sangat terluka, terdiskriminasikan hak- 
haknya, sengsara dan menderita baik secara 
psikologis/kejiwaan maupun secara moral, dan terampas hak- 
hak asasinya akibat berlakunya pasal-pasal yang disebutkan 
diatas, serta penderitaan yang sama juga dirasakan oleh seluruh 
anggota keluarga Pemohon. Hak Konstitusional Pemohon 
untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup 
yang baik telah dirampas selamanya. 
c. Pokok Permohonan 
 
1) Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pengujian 
konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu Pasal 21 ayat (1) 
dan ayat (3) serta Pasal 36 ayat (1) UU 5/1960 dan Pasal 29 ayat 
(1), ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 35 ayat (1) UU 1/1974 yang 
menyatakan: 
Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) UU 5/1960: 
 




(3) Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-Undang ini 
mempunyak hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau 
percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga 









berlakunya Undang-Undang ini kehilangan 
kewarganegaraannnya wajib melaksanakan hak itu di dalam 
jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau 
hilangnya kewarganegaraan itu. 
Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik tidak 
dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan 
tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak- 
hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.
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Pasal 36 ayat (1) UU 5/1960: 
 
(1) Yang dapat mempunyai hak guna bangunan ialah: 
 
a. Warga negara Indonesia; 
 
b. Badan hukum yang didirikan menurut hukum 
Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. 
Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) UU 1/1974: 
 
(1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, 
kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan 
perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat 
perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap 
pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. 
... 
 














(4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak 
dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada 




Pasal 35 ayat (1) UU 1/1974: 
 
(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi 
harta bersama. 
Terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28E ayat 
(1), serta Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945; 
Menurut Pemohon berlakunya Pasal 21 ayat (1) dan ayat 
 
(3) serta Pasal 36 ayat (1) UU 5/1960 dan Pasal 29 ayat (1), ayat 
(3), dan ayat (4) serta Pasal 35 ayat (1) 1/1974 merampas hak 
konstitusionalnya sebagai warga negara. Hak konstitusionalitas 
Pemohon tersebut, antara lain hak untuk bertempat tinggal dan 
mendapatkan lingkungan hidup yang baik.Setiap orang (warga 
negara) ingin memiliki atau memberikan bekal bagi dirinya dan 
anak-anaknya untuk masa depan yang salah satunya dengan 
membeli tanah dan bangunan yang bertujuan sebagai tempat 




2) Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah 
selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut: 
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Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 29 ayat 1, 3, dan 4 
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Pengujian Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 36 ayat (1) 
UU 5/1960 
1) Bahwa terhadap pengujian konstitusionalitas Pasal 21 ayat (1) 
dan ayat (3) serta Pasal 36 ayat (1) UU 5/1960, Mahkamah 
mempertimbangkan sebagai berikut: 
Bahwa sejalan dengan pandangan hidup berbangsa dan 
bernegara, kesadaran, dan cita hukum bangsa Indonesia 
berdasarkan Pancasila, tanah merupakan karunia Tuhan Yang 
Maha Kuasa bagi seluruh rakyat Indonesia yang wajib disyukuri 
keberadaannya. Wujud dari rasa syukur itu adalah bahwa harus 
dikelola dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan pembangunan 
manusia indonesia seutuhnya sesuai dengan perkembangan 
peradaban dan budaya bangsa indonesia. Pengelolaan tanah harus 
berdasarkan kepada pengaturan hukum yang mampu 
mempersatukan bangsa indonesia yang terdiri atas berbagai latar 
belakang budaya dan adat-istiadat bangsa indonesia yang bersifat 
komunal religius. Untuk itu,pengaturan pengelolaan tanah harus 
sejalan dengan nilai-nilai demokrasi termasuk demokrasi ekonomi, 
yakni dengan mengakomodasi kepentingan seluruh suku bangsa 









daya modal dan sumber daya sosial dapat dijadikan sumber 
kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
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Untuk mewujudkan cita-cita filosofis-ideologis di atas 
maka secara konstitusional UUD 1945 telah meletakkan landasan 
politik hukum pertanahan nasional sebagai bagian dari pengaturan 
terhadap bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung 
didalamnya. Hal inilah yang ditegaskan oleh Pasal 33 ayat (3) 
UUD 1945, bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung 
didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebebsar-
besar kemakmuran rakyat. Terkait dengan itu kemudian disahkan 
dan diundangkan UU 5/1960. 
Hubungan manusia Indonesia dengan tanah dalam wilayah 
negara Indonesia mengandung karakter yang spesifik. Hubungan 
spesifik bukan menunjukkan ikatan batin yang sangat ditentukan 
oleh faktor historis yang panjang, namun juga mengandung 
ketergantungan yang bersifat ekonomis, politis dan sosial. 
Ketergantungan ekonomis karena tanah di wilayah Indonesia 
menjadi sumber penghidupan bagi manusia Indonesia. Secara 
politis, tanah di Indonesia merupakan tempat, letak dan batas 
wilayah kekuasaan manusia Indonesia. Secara sosial-filosofis, 
tanah di wilayah Indonesia merupakan wadah tempat 
berlangsungnya hubungan antar manusia Indonesia sendiri. 
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Hubungan yang mengandung spesifik inilah yang menjadi basis 
lahirnya hubungan antar manusia Indonesia dengan tanah yang 
dikonsepkan dengan Hak Bangsa. Pasal 1 ayat (2) UU 5/1960 
menegaskan bahwa bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan 
alam di wilayah Indonesia merupakan kepunyaan rakyat yang 
bersatu dalam ikatan bangsa Indonesia. Hak bangsa itu bersifat 
sakral, abadi, dan asasi. Sakral karena adanya kesadaran dan 
pengakuan bahwa tanah beserta kekayaan alam yang terkadung di 
dalamnya merupakan anugrah Tuhan Yang Maha Esa. Abadi 
karena hubungan antara bangsa dengan tanah di wilayah Indonesia 
tidak akan pernah berakhir selama bangsa Indonesia sebagai subjek 
dan tanah sebagai objek masih ada. Asasi karena hak bangsa 
menjadi basis bagi lahirnya hak dasar bagi setiap orang atau 
kelompok untuk menguasai, memanfaatkan, dn menikmati tanah 
dan hasilnya untuk kesejahteraan mereka.
69
 
Sebelum disahkan dan diundangkannya UU 5/1960, tanggal 
24 September 1960, di Indonesia terdapat dualisme hukum yang 
mengatur hukum pertanahan, yaitu orang yang tunduk pada Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan 
penduduk pribumi yang tunduk pada hukum adat. Pada masa itu, 
penduduk Hindia Belanda dibagi dalam tiga golongan yaitu 













China dan Timur Asing serta Pribumi berdasarkan Pasal 131 dan 
Pasal 163 IS tersebut sengaja diciptakan untuk kepentingan politik 
hukum dan keuntungan ekonomi Belanda. Golongan Timur Asing 
hanya diberikan peluang dan diposisikan sebagai tenaga pemasaran 
produk Belanda yang diambil dari bumi Indonesia dan dipasarkan 
diluar negeri, sedangkan golongan pribumi sengaja dibiarkan 
dalam hukum adatnya sendiri agar tidak berada dan tidak setara 
serta tidak mencampuri hukum tanah yang dibuat Belanda sendiri. 
Keadaan politik hukum yang diskriminatif dan merugikan bangsa 
Indonesia tersebut mendorong dan melatarbelakangi pemerintah 
untuk segera mensahkan dan mengundangkan UU 5/1960.
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Dasar konstitusional yang memerintahkan pembentukan 
UU 5/1960 adalah Pasal 33 UUD 1945 (sebelum perubahan) yang 
menyatakan: 
(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas 
asas kekeluargaan. 
(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang 
menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan 


















(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya 




Dicantumkannya Pasal 33 UUD 1945 dalam konsiderans 
dasar mengingat UU 5/1960 adalah untuk menegaskan bahwa 
materi muatan UU 5/1960 haruslah merupakan penjabaran Pasal 33 
UUD 1945. Menimbang bahwa terkait persoalan konstitusional 
yang diajukan Pemohon, yakni Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 
36 ayat (1) UU 5/1960 menyatakan: 
Pasal 21 
 
(1) Hanya warga-negara Indonesia dapat mempunyai hak milik. 
 
(2) Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-Undang ini 
memperoleh hak milik karna pewarisan tanpa wasiat atau 
percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga- 
negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah 
berlakunya Undang-Undang ini kehilangan 
kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu  didalam 
jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau 
hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu 
tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak 





















(1) Yang dapat mempunyai hak guna bangunan ialah: 
 
a. Warga Negara Indonesia 
 




Dapat dikemukakan abhwa salah satu prinsip atau asas UU 
5/1960 adalah asas nasionalitas (kebangsaan). Asas dalam satu 
peraturan perundang-undangan merupakan jiwa, ruh, titik tolak, 
dan tolak ukur serta kendali untuk memberi arah pada substansi 
dan norma suatu ketentuan baik dalam pasal-pasal maupun ayat. 
Ketentuan dalam pasal dan ayat harus selaras dengan asas suatu 
peraturan perundang-undangan. 
Bahwa salah satu asas dalam UU 5/1960 yaitu asas 
nasionalitas, asas ini berintikan bahwa hanya bangsa Indonesia saja 
yang dapat mempunyai hubungan sepenuhnya dengan bumi (tanah) 
air, ruang angkasa, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya. 
Dengan kata lain, asas nasionalitas adalah satu asas yang 
menyatakan bahwa hanya warga negara Indonesia saja yang 
mempunyai hak milik atas tanah yang boleh mempunyai hubunga 
dengan bumi (tanah air, dan ruang angkasa dengan tidak 
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 21 ayat 1. 
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membedakan antara laki-laki dan wanita serta sesama warga 
negara. Tujuan dan fungsi asas nasionalitas ini dimaksudkan untuk 
melindungi segenap rakyat Indonesia dari ketidakadilan dan 
perlakuan sewenang-wenang yang diatur dalam peraturan yang 
dibuat dan berlaku pada masa sebelum kemerdekaan bangsa 
Indonesia. 
Pemberlakuan asas nasionalitas adalah sebagai jaminan 
hak-hak warga negara terhadap hal-hal yang berkaitan dengan 
sistem pertanahan dan sebagai pembatas hak warga negara asing 
tehadap tanah di Indonesia. UU 5/190 mengatur bahwa seluruh 
wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat 
Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Oleh sebab 
itulah dalam UU 5/1960 disebutkan asas kebangsaan. Seluruh 
bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan yang ada di 
dalamnya sebagai karunia darib Tuhan Yang Maha Kuasa. Dalam 
UU 5/1960 ditegaskan bahwa hubungan antara bangsa Indonesia 
dengan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut adalah hubungan 
yang bersifat abadi (vide Pasal 1 dan Pasal 2 UU 5/1960).
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Ketentuan dalam norma UU 5/1960 yang bertolak  pada 
asas nasionalitas termuat dalam Pasal 1. Pasal 2, Pasal 9, Pasal 20 
ayat (1), Pasal 21 ayat (2), Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 46 ayat (1). 
 














1) Hanya warga negara Indonesia dapat mempunyaihubungan 
yang sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa, dalam 
batas-batas ketentuan pasal 1 dan 2. 
2) Tiap-tiap warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun 
wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh 
sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan 
hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.
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Norma pasal ini intinya bahwa hanya warga negara 
Indonesia (WNI) yang dapat mempunyai hubungan sepenuhnya 
dengan bumi, air dan ruang angkasa. Setiap WNI baik laki-laki 
maupun perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk 
memperoleh hak atas tanah serta mendapatkan manfaat dan 
hasilnya. 
Norma Pasal 9 UU 5/1960 merupakan penegasan bahwa 
hanya WNI yang berhak memiliki tanah di Indonesia. Sedangkan 
WNA badan usaha asing hanya dapat mempunyai hak atas tanah 
yang terbatas saja seperti hak pakai.orang asing termasuk 
perwakilan perusahaan asing hanya dapat mempunyai hak yang 
terbatas atas tanah, selama kepentingan WNI tidak terganggu dan 
perusahaan asing itu dibutuhkan untuk kepentingan negara 
Indonesia sebagai komponen pendukung dalam pembangunan 













UU 5/1960 maka kepentingan WNI adalah diatas segalanya, baik 
segi ekonomi, sosial maupun politik. Oleh karena itulah agar 
kepemilikan tanah bangsa Indonesia tidak beralih kepada orang 
asing/badan usaha asing maka di dalam UU 5/1960 diatur tentang 
pemindahan hak atas tanah. 
Dasar pemikiran yang terkandung dalam UU 5/1960 di ats 
masih tetap relevan dihubungkan dengan situasi dan kondisi pada 
saat ini, meskipun hubungan sudah bersifat global dan saling 
tergantung dan dalam kondisi demikian kapital (modal) memgang 
peran yang dominan. Oleh karena itu, dasar pemikiran 
sebagaimana tertuang dalam UU 5/1960 tersebut secara otomatis 
mencegah penguasaan tanah oleh pihak asing pemilik kapital yang 
pada gilirannya dapat mengancam dan menggerogoti kedaulatan 
negara. 
Pada era Indonesia yang sedang terus menggiatkan 
pembangunan di tengah masih belum pulihnya keadaan akibat 
krisis ekonomi masa lalu diperlukan lebih kuatnya perlindungan 
terhadap hak milik, terutama tanah, agar tanah-tanah dalam 
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak beralih 
ketangan warga negara asing. Prinsip nasionalitas dalam UU 
5/1960 ini secara khusus diberlakukan pada hak milik atas tanah 
yang mempunyai sifat kebendaan (zakelijk karakter), sehingga 









Berbeda dengan pada masa kolonial Belanda, di mana 
orang asing dapat memiliki hak milik atas tanah berdasarkan 
ketentuan Burgerlijk Wetboek (BW) dan peraturan keperdataan 
lainnya, setelah berlakunya UU 5/1960 sebagaimana telah 
diuraikan di atas, ditekankan bahwa hanya WNI yang mempunyai 
hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air, dan ruang angkasa. 
Dalam hukum Indonesia yang berlaku saat ini dibedakan antara 
WNI dengan pihak asing, sehinngga tidak ada jalan keluar apapun 
untuk melegalkan orang asing mempunyai hubungan sepenuhnya 
dengan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan yang ada 
didalamnya sama dengan WNI.
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Pasal 21 ayat (1) UU 5/1960 menentukan bahwa hanya 
warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik. Hak 
milik merupakan hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang 
dapat dipunyai orang atas tanah tanpa mengabaikan fungsi sosial 
dari tanah. Ketentuan yang memuat norma yang merupakan 
turunan asas nasionalitas dalam UU 5/1960 juga ditemukan dalam 
Pasal 36 ayat (1) UU 5/1960 yang mengatur bahwa hak guna 
bangunan dimiliki oleh WNI dan badan hukum yang didirikan 
menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Norma 
Pasal 36 ayat (1) UU 5/1960 juga dimohonkan pengujian 
konstitusionalitasnya oleh Pemohon, sehingga dasar pemikiran 
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tentang pemberlakuan asas nasionalitas sebagaimana diuraikan di 
atas juga menjiwai Pasal 36 ayat (1) UU 5/1960. 
Berdasarkan uraian tersebutdapat disimpulkan bahwa asas 
nasionalitas dalam UU 5/1960 sangat penting karena menyangkut 
hak warga negara Indonesia untuk memiliki bumi(tanah), air, dan 
ruang angkasa yang ada berada di wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. Negara mempunyai kewenangan untuk 
menguasai demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat Indonesia 
sedangkan yang memiliki kekayaan tersebut adalah rakyat 
Indonesia. 
Terhadap adanya permohonan Pemohon mengenai frasa 
“warga negara Indonesia” dalam Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 36 
ayat (1) UU 5/1960 dimaknai warga negara Indonesia tanpa 
terkecuali dan segala status perkawinan, baik warga negara 
Indonesia yang tidak kawin, warga negara Indonesia yang kawin 
dengan sesama warga negara Indonesia dan warga negara 
Indonesia yang kawin dengan warga negara asing, menurut 
Mahkamah, justru akan mempersempit pengertian warga negara 
Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Undang- 
Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan 
















Pasal 2 UU 12/2006: 
 
“Yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang 
bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang 
disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara”. 
Pasal 4 UU 12/2006 
 
“Warga Negara Indonesia adalah: 
 
a. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang- 
undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah 
Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang- 
Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia; 
b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah 
dn Ibu Warga Negara Indonesia; 
c. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah 
Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing; 
d. Anak yang lahir dari pekawinan yang sah dari seorang ayah 
warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia; 
e. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu 
Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai 
kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya yang 
tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut; 
f. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari 
setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sh 









g. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang 
ibu Warga Negara Indonesia; 
h. Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari seorang ibu 
warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga 
Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu 
dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) 
tahun atau belum kawin; 
i. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang 
pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah 
dan ibunya; 
j. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara 
Republik Indonesia yang ditemukan di wilayah negara 
Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui; 
k. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia 
apabila yah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan 
atau tidak diketahui keberadaannya; 
l. Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik 
Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara 
Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak 
tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada 
anak yang bersangkutan; 
m. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan 













Dengan demikian, apabila konstruksi pemikiran Pemohon 
diikuti , hal tersebut justru akan merugikan banyak pihak, yang 
dalam batas-batas tertentu termasuk Pemohon. 
Berdasarkan pertimbangan di atas, dalil Pemohon 
sepanjang menyangkut inskonstitusionalitas Pasal 21 ayat (1) dan 




Pengujian Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) serta Pasal 
 
35 ayat (1) UU 1/1974 
 
2) Bahwa dalam permohonannya, Pemohon juga 
mengajukanpengujian UU 1/1974, khususnya Pasal 29 ayat (1), 
ayat (3), dan ayat (4) yang menyatakan: 
“(1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua 
pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian 
tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah 
mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersebut. 
... 
“(3)Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan 
dilangsungkan. 
“(4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak 
dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada 








Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 4 
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Selain itu, Pemohon juga mengajukan pengujian Pasal 35 ayat (1) 
UU 1/1974 yang menyatakan: 
“(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi 
harta bersama.” 
 
terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28E ayat (1), 
serta Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945. 
3) Bahwa terhadap pengujian konstitusionalitas Pasal 29 ayat (1), ayat 
(3), dan ayat (4) serta Pasal 35 ayat (1) UU 1/1974, Mahkamah 
mempertimbangkan sebagai berikut: 
Bahwa perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
UU 1/1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan 
seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk 
keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan 
Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai sebuah ikatan lahir dan batin, 
suami dan istri harus saling membantu dan melengkapi agar 
masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan 
membantu mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. Bahwa 
hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak kedudukan 
suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam 
pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu 
dalam keluarga dapat dimusyawarahkan dan diputuskan bersama 
antara suami dan istri. Keepakatan atau perjanjian yang dilakukan 
dengan cara musyawarah tersebutdapat dilakukan oleh suami dan 
istri, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (1) UU 1/1974, 
pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Kedua pihak 









mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai 
pencatat perkawinan atau notaris. Perjanjian tersebut tidak dapat 
disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan 
kesusilaan, serta syarat-syarat sahnya perjanjian.
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Bahwa didalam kehidupan suatu keluarga atau rumah 
tangga, selain masalah hak dan kewajiban sebagai suami dan istri, 
masalah harta benda juga merupakan salah satu faktor yang dapat 
menyebabkan timbulnya berbagai perselisihan atau ketegangan 
dalam suatu perkawinan, bahkan dapat menghilangkan kerukunan 
antara suami dan istri dalam kehidupan suatu keluarga. Untuk 
menghindari hal tersebut maka dibuatlah perjanjian perkawinan 
antara calon suami dan istri, sbelum mereka melangsungkan 
perkawinan. 
Perjanjian perkawinan tersebut harus dibuat atas 
persetujuan bersama, dengan perjanjian tertulis yang disahkan oleh 
Petugas Pencatat Perkawinan, sebelum perkawinan itu berlangsung 
atau pada saat perkawinan berlangsung dan perjanjian perkawinan 
tersebut mulai berlaku sejak perkawinan itu dilangsungkan. 
Perjanjian semacam ini biasanya berisi janji tentang harta benda 
yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, lazimnya berupa 
perolehan harta kekayaan terpisah, masing-masing pihak 













itu termasuk keuntungan dan kerugian. Perjanjian perkawinan ini 
berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, 




Alasan yang umumnya dijadikan landasan dibuatnya 
perjanjian setelah perkawinan adalah adanya kealpaan dan 
ketidaktahuan bahwa dalam UU 1/1974 ada ketentuan yang 
mengatur mengenai Perjanjian Perkawinan sebelum pernikahan 
dilangsungkan. Menurut Pasal 29 ayat UU 1/1974, Perjanjian 
Perkawina dap[at dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan 
dilangsungkan. Alasan lainnya adalah adanya risiko yang mungkin 
timbul dari harta bersama dalm perkawinan karena pekerjaan 
suami dan isteri memiliki konsekuensi dan tanggung jawab pada 
harta pribadi, sehingga masing-masing harta yang diperoleh dapat 
tetap menjadi milik pribadi. 
Dalam UU 5/1960 dan peraturan pelaksanaannya 
dinyatakan bahwa hanya warga negara Indonesia yang dapat 
mempunyai sertifikat dengan hak milik atas tanah dan apabila yang 
bersangkutan, setelah memperoleh sertifikat Hak Milik, kemudian 
menikah dengan ekspatriat (bukan WNI) maka dalam waktu 1 
(satu) tahun setelah pernikahannya itu, ia harus melepaskan hak 













Bahwa tujuan dibuatnya Perjanjian Perkawinan adalah: 
 
1) Memisahkan harta kekayaan antara pihak suami dengan pihak 
istri sehingga harta kekayaan mereka tidak bercampur. Oleh 
karena itu, jika suatu saat mereka bercerai, harta dari masing- 
masing pihak terlindungi, tidak ada perebutan harta kekayaan 
bersama atau gono-gini. 
2) Atas hutang masing-masing pihak pun mereka buat dalam 
perkawinan mereka, masing-masing akan bertanggung jawab 
sendiri-sendiri. 
3) Jika salah satu pihak ingin menjual harta kekayaan mereka 
tidak perlu meminta ijin dari pasangannya (suami/istri). 
4) Begitu juga dengan fasilitas kredit yang mereka ajukan, tidak 
lagi harus meminta ijin terlebih dahulu dari pasangan hidupnya 
(suami/istri) dalam hal menjaminkan aset yang terdaftar atas 
nama salah satu dari mereka. 
Tegasnya, ketentuan yang ada saat ini hanya mengatur 
perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau pada saat 
perkawinan dilangsungkan, padahal dalam kenyataannya ada 
fenomena suami istri yang karena alasan tertentu baru mersakan 
adanya kebutuhan untuk membuat Perjanjian Perkawinan selama 
dalam iktan perkawinan. Selama ini sesuai dengan Pasal 29 UU 
1/1974, perjanjian yang demikian itu harus diadakan sebelum 









notaris. Perjanjian perkawinan ini mulai berlaku antara suami istri 
sejak perkawinan dilangsungkan. Isi yang diatur di dalam 
perjanjian perkawinan tergantung pada kesepakatan pihak-pihak 
calon suami dan istri, asal tidak bertentangan dengan Undang- 
Undang, agama, dan kepatutan atau kesusilaan. Adapun terhadap 
bentuk dan isi perjanjian perkawinan, kepada kedua belah pihak 
diberikan kebebasan atau kemerdekaan seluas-luasnya (sesuai 
dengan asas hukum “kebebasan berkontrak”). 
Frasa “pada waktu atau sebelum perkawinan 
dilangsungkan” dalam Pasal 29 ayat (1), frasa “...sejak 
perkawinan dilangsungkan” dalam Pasal 29 ayat (3), dan frasa 
“selama perkawinan berlangsung” dalam Pasal 29 ayat (4) UU 
1/1974 membatasi kebebasan 2 (dua) orang individu untuk 
melakukan atau kapan akan melakukan “perjanjian”, sehingga 
bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 sebagaimana 
didalilkan Pemohon. Dengan demikian, frasa “pada waktu atau 
sebelum perkawinan berlangsung” dalam Pasal 29 ayat (1) dan 
frasa “selama perkawinan berlangsung” dalam Pasal 29 ayat (4) 
UU 1/1974 adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara 
bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula selama dalam 
ikatan perkawinan. 
Sementara itu, terhadap dalil Pemohon mengenai 









mempertimbangkan bahwa dengan dinyatakannya Pasal 29 ayat (1) 
UU 1/1974 bertentangan UUD 1945 secara bersyarat maka 
ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU 1/1974 harus dipahami dalam 
kaitannya dengan Pasal 29 ayat (1) UU 1/1974 dimaksud. Dengan 
kata lain, tidak terdapat persoalan inkonstitusionalitas terhadap 
Pasal 35 ayat (1) UU 1/1974. Hanya saja bagi pihak-pihak yang 
membuat perjanjian perkawinan, terhadap harta bersama 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) UU 1/1974  
tersebut berlaku ketentuan tentang perjanjian perkawinan sesuai 
dengan yang dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) UU/1974 
sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini. Dengan 
demikian, dalil Pemohon sepanjang mengenai inkonstitusionalitas 
Pasal 35 ayat (1) UU 1/1974 tidak beralasan menurut hukum. 
4) Menimbang berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, 
menurut Mahkamah, permohonan Pemohon sepanjang menyangkut 
Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) UU 1/1974 beralasan 
menurut hukum untuk sebagian, sedangkan menyangkut Pasal 35 
ayat (1) UU 1/1974 tidak beralasan menurut hukum. 
Dapat disimpulkan, bahwa berdasarkan penilaian fakta atas 
fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, menurut 
Mahkamah, permohonan Pemohon sepanjang menyangkut Pasal 29 









hukum untuk sebagian, sedangkan menyangkut Pasal 35 ayat (1) 
UU 1/1974 tidak beralasan menurut hukum. 
2. Analisis 
 
e. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 69/PUU-XIII/2015 
1) Kewenangan Mahkamah 
 
Dengan ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang perjanjian perkawinan yang 
memperluas makna dari perjanjian perkawinan tersebut. Hasil 
penelitian ini adalah bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar 
1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 
Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang 
merupakan salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah yaitu 
mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang  mana 
putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap 
Undang-Undang Dasar. Sehingga Mahkamah  berwenang 
mengadili permohonan a quo. 
Dengan demikian, berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 
1945 yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a 
sampai dengan d UU 24/2003, bahwa kewenangan Mahkamah 









memutus sengketa kewenangan lembga negara yang 
kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran 
partai politik dan memutus perselisihan tentang pemilihan umum. 
2) Kedudukan Hukum (Legal Standing) 
 
Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) MK yang menyatakan bahwa 
yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang 
terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau 
kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 
dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang. Dan Pemohon 
memiliki kedudukan hukum (legal standing) serta dikaitkan 
dengan kerugian yang dialami oleh Pemohon karena mempunyai 
hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, khususnya 
Pasal 28D ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28E ayat (1), serta 
Pasal 28H ayat (1), serta Pemohon menganggap hak konstitusional 
tersebut dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang 
dimohonkan pengujian; serta Pemohon memiliki kedudukan  
hukum untuk mengajukan a quo. Karena Mahkamah berwenang 
mengadili permohonan a quo. 
Pasal 51 
(1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau 
kewenangannya konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya 
Undang-Undang, yaitu: 









b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih  hidup 
dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip 
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di atur dalam 
Undang-Undang; 
c. Badan hukum publik atau privat; dan 
d. Lembaga negara. 
(2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam 
permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan 
konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
(3) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: 
a. Pembentukan Undang-Undang tidak memenuhi ketentuan 
bedasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; dan/atau 
b. Materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang- 
Undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
3) Pokok Permohonan 
 
Bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pengujian 
konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu Pasal 21 ayat (1) 
dan ayat (3) serta Pasal 36 ayat (1) UU 5/1960 dan Pasal 29 ayat 
(1), ayat (3), dan ayat (4), serta Pasal 35 ayat (1) UU 










1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 
 
1.1. Pasal 29 ayat (1) UU 1/1974 tentang Perkawinan 
bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai 
“Pada waktu sebelum dilangsungkan atau selama dalam 
ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan 
bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang 
disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, 
setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga 
sepanjang pihak ketiga tersangkut”; tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pada 
waktu, sebelum dilangsungkan atau selama ikatan 
perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama 
dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh 
pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana 
isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak 
ketiga tersangkut”; 
1.2. Pasal 29 ayat (3) bertentangan dengan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang 
tidak dimaknai “Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak 
perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam 
Perjanjian Perkawinan”; tidak mempunyai kekuatan 









1.3. Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang 
tidak dimaknai “Selama perkawinan berlangsung, 
perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan 
atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, 
kecuali bila kedua belah pihak ada persetujuan untuk 
mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan 
itu tidak merugikan pihak ketiga”; tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 
“Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan 
dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, 
tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila kedua belah 
pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan 
perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak 
ketiga”; 
1.4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan 
selebihnya. 
Makna perjanjian perkawinan mengalami perubahan sejak 
dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU- 
XIII/2015 pada tanggal 21 Maret 2016, yang telah mengabulkan 
permintaan uji materiil (Judicial Review) atas Pasal 29 ayat (1) 









dibuatnya suatu perjanjian perkawinan pish harta setelah 
perkawinan berlangsung karena dipahami bahwa perjanjian 
perkawinan haruslah dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. 
Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) UUP sebagai 
berikut: “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, 
kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan 
perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat 
Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak 
ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.” 
Perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UUP 
mengalami perubahan sejak dikeluarkan putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tersebut diubah sebagai 
berikut: “Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam 
ikatan perkawinan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat 
mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai 
pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku 
juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.” 
Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 tersebut telah memperluas 
makna perjanjian perkawinan sehingga perjanjian perkawinan tak 
lagi dimaknai hanya sebagai perjanjian yang dibuat sebelum 
perkawinan (prenuptial agreement) tetapi juga bisa dibuat setelah 









Dalam hal ini, peneliti mengaitkan dengan teori kreativitas 
hakim, yang mana seorang hakim harus bertanggung jawab dalam 
memeriksa dan memutus perkara, bertanggung jawab atas 
penetapan dan putusan yang dibuatnya serta harus memuat 
pertimbangan hukum oleh hakim yang didasarkan pada alasan dan 
dasar hukum yang tepat dan benar dalam memutuskan. Dan, 
seorang hakim tidak luput dari tuntutan untuk kreatif dalam 
mempertimbangkan suatu masalah hukum, adapun Undang- 
Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal1 tentang Kekuasaan 
Kehakiman bahwa “putusan pengadilan selain harus memuat 
alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari 
peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber 
hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.” 
B. Pandangan Hukum Progresif dan Hukum Islam terhadap Putusan 
Mahkamah Konstitusi tentang Perjanjian Perkawinan 
1. Pandangan Hukum Progresif 
 
Berdasarkan pertimbangan hakim yang telah diuraikan diatas 
menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi sejalan dengan pandangan 
hukum progresif. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU- 
XIII/2015 dalam pertimbangan hakim bahwasanya perkawinan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU 1/1974 adalah ikatan lahir batin 
antara seorang pria dan seorang wanita sebagai seorang suami dan istri 









kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagaimana ditegaskan 
dalam Pasal 29 ayat (1) UU 1/1974, pada waktu atau sebelum perkawinan 
dilangsungkan. Bahwa dalam Pasal 29 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) 
terhadap pelaksanaan perjanjian perkawinan kini tidak terbatas hanya 
dapat dilaksanakan pada waktu atau sebelum perkawinan tersebut 
dilangsungkan, melainkan juga selama dalam ikatan perkawinan pun 
perjanjian perkawinan dapat dilaksanakan oleh suami isteri atas 
persetujuan bersama. Dengan demikian, dalam hal ini Mahkamah 
Konstitusi mengedepankan hukum progresif untuk memenuhi kebutuhan 
hukum atas fenomena yang terjadi di masyarakat terhadap resiko-resiko 
yang mungkin saja dapat timbul dari harta bersama dalam perkawinan, 
baik dikarenakan pekerjaan suami dan isteri yang memiliki konsekuensi 
dan tanggung jawab sampai pada harta pribadi , maupun dikarenakan 
akibat hukum atas Pasal 21 ayat (1) dan (3) UUPA. 
Sebagaimana asumsi dasar hukum progresif bahwa hukum untuk 
manusia bukan sebaliknya
82
 dan hukum selalu ada pada proses yang 
menjadi bukan institusi yang mutlak serta final.
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 Ma\1ka, perubahan 
hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan 
wujud progresifitas hukum, dilihat dari pertimbangan Majelis Hakim 
Mahkamah Konstitusi tersebut. 
Hal ini dibuktikan dengan adanya penegasan pertimbangan hakim 
Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum putusannya yang 
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menyatakan bahwa ketentuan yang ada saat ini hanya mengatur perjanjian 
perkawinan yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan 
dilangsungkan, padahal dalam kenyataannya ada fenomena suami isteri 
yang karena alasan tertentu baru merasakan adanya kebutuhan untuk 
membuat perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan.
84
 
Dengan dipertimbangkannya aspek sosial yakni 
mempertimbangkan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat bahwa 
adanya ketidaktahuan sebagian orang bahwa undang-undang telah 
mengatur perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum atau saat 
perkawinan berlangsung, sehingga membuat hukum tidak kaku, tidak 
memaksa masyarakat untuk masuk dalam skema hukum, sehingga 
masyarakat tidak dibiarkan menerima konsekuensi dari ketidaktahuan 
tersebut. Apalagi ketidaktahuan tersebut atau kebutuhan akan adanya 
pembuatan perjanjian perkawinan, seperti yang dialami oleh pemohon dan 
beberapa saksi yang dihadirkan. 
Sebagaimana karakter hukum progresif yang peka terhadap 
perubahan yang terjadi dimasyarakat, maka perubahan Pasal 29 ayat 1 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini menunjukkan bahwa hukum 
peka terhadap kenyataan yang ada dalam masyarakat dan menolak status a 





















Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 
menyatakan bahwa Pasal 29 ayat 4 harus dimaknai bahwa selama 
perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta 
perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat dirubah atau dicabut, 
kecuali bila kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau 
mencabut dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga 
(kreditur). Hal tersebut berdasarkan pertimbangan hakim Mahkamah 
Konstitusi bahwa isi yang diatur dalam perjanjian perkawinan tergantung 
pada kesepakatan pihak-pihak calon suami dan istri, asal tidak 
bertentangan dengan undang-undang, agama dan kepatutan atau 
kesusilaan. Adapun terhadap bentuk isi perjanjian perkawinan kepada 
kedua belah pihak diberikan kebebasan atau kemerdekaan seluas-luasnya 
(sesuai dengan asas hukum “kebebasan berkontrak”).
86
 
Pada perubahan Pasal ayat 4 ini nampak bahwa Mahkamah 
Konstitusi menjalankan fungsinya sebagai penafsir akhir konstitusi dan 
menjadi koreksi adanya penafsiran ganda terhadap konstitusi.
87
 Mengingat 
terdapat perbedaan penafsiran terhadap ketentuan materi perjanjian 
perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebelumnya, 
yang menggunakan redaksi umum. Hal ini sebelumnya memicu perbedaan 
penafsiran para ahli hukum. 
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Berdasarkan pembahasan diatas nampak bahwa Mahkamah 
Konstitusi sebagai institusi hukum yang mempunyai wewenang dalam 
melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 
1945 secara tidak langsung dituntut untuk bisa merespon permasalahan 
yang ada berdasarkan perkembangan sosial budaya masyarakat agar dapat 
menciptakan putusan-putusan yang progresif. Tidak terbelenggu dalam 
rutinitas formal dalam berhukum. Mahkamah Konstitusi harus bisa 
mewujudkan hukum yang membuat rakyat merasa hidup bahagia dalam 
negara Indonesia.
88
Sehingga masyarakat bisa memperoleh hak-hak nya 
sebagai warga negara dan merasa hidup nyaman bahagia dengan ketentuan 
hukum yang ada di Indonesia. 
Sebagaimana pendapat Mukhtie Fadjar bahwa Mahkamah 
Konstitusi melalui putusannya memang tidak pernah secara langsung 
menyatakan menganut atau menegakkan hukum yang progresif, melainkan 
pada hakikatnya secara instrinsik melekat pada eksistensi Mahkamah 
Konstitusi sebagai pelindung hak asasi manusia (HAM) atau  hak 
konstitusi warga yang harus dihormati, dilindungi dan dipenuhi. Dengan 
kata lain, sudah sepantasnya dan bahkan sudah menjadi keharusan sesuai 
dengan hakikat eksistensinya, Mahkamah Konstitusi harus 







Satjipto Rahardjo, Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya (Yogyakarta; 









yaitu hukum yang bertentangan atau yang menegasi hak konstitusional 
warga negara harus dibatalkan.
89
 
Sebagai wujud hukum yang membahagiakan rakyatnya, yang 
merupakan salah satu indikator hukum progresif yang diagungkan oleh 
Satjipto Rahardjo, Putusan Mahkamah Konstitusi ini sudah memberikan 
jawaban serta solusi permasalahan pemohon yang melatarbelakangi 
permohonan perubahanundang-undang dan menjadi hal yang 
menggembirakan. Hukum progresif memang lebih mengedepankan 
keadilan hukum dan kemanfaatan hukum bagi manusia. Apabila dengan 
kepastian hukum yang ada tidak dapat membberikan keadilan dan 
kemanfaatan bagi manusia maka kepastian hukum tersebut tidak patut 
dipertahankan melainkan harus dilawan dan diterobos demi tercapainya 
keadilan dan kemanfaatan hukum bagi manusia. Namun, dengan adanya 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 kini pembuatan 
perjanjian perkawinan dalam masa perkawinan telah mempunyai kepastian 
hukum. 
Selain itu, peneliti mengaitkan dengan teori keberlakuan hukum 
putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Dalam 
tinjaunya secara yuridis putusan tersebut sesuai dengan Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 yang termuat dalam Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan 
ayat (4). Selain itu juga dari segi tinjauaan sosiologisnya putusan tersebut 
dikabulkan untuk sebagian, karena Mahkamah berkesimpulan bahwa 
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beralasan menurut hukum untuk sebagian, sedangkan menyangkut Pasal 
35 ayat (1) UU 1/1974 tidak beralasan menurut hukum. Sepanjang frasa 
pada Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) tidak dimaknai secara 
keseluruhan, maka Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan sebelumnya telah 
membatasi dibuatnya suatu perjanjian perkawinan pisah harta setelah 
perkawinan berlangsung karena dipahami bahwa perjanjian perkawinan 
haruslah dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. 
Pasal 29 
 
(1) “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak 
atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang 
disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya 




Namun demikian, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 69/PUU-XIII/2015, ketentuan mengenai Pasal 29 ayat (1) UU 
Perkawinan telah diubah menjadi “Pada waktu sebelum dilangsungkan 
atau selama dalam ikatan perkawinan kedua pihak atas persetujuan 
bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh 
pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku 
juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”. Putusan 
MK tersebut telah memperluas makna perjanjian perkawinan sehingga 











dibuat sebelum perkawinan (prenuptial agreement) tetapi juga bisa dibuat 
setelah perkawinan berlangsung (postnuptial agreement). 
Berkaitan dengan kedudukan hukum perjanjian perkawinan pasca 
putusan Mahkamah Konstitusi 69/PUU-XIII/2015 tersebut telah 
dikeluarkan Surat Kementerian Dalam Negeri RI No.  
472.2/5876/Dukcapil Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia tanggal 19 Mei 2017 
menyebutkan bahwa: “... (1) Perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum, 
pada saat dan selama perkawinan berlangsung dengan akta notaris dan 
dilaporkan kepada Instansi Pelaksana atau Unit Pelaksana Teknis (UPT). 
Instansi Pelaksana: (2) Persyaratan dan tata cara pencatatan atas pelaporan 
perjanjian perkawinan serta perubahan perjanjian perkawinan atau 
pencabutan perjanjian perkawinan. 
Berdasarkan Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 dalam ketentuan 
Pasal 29 Ayat (3) bahwa:” Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak 
perkawinan berlangsung, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian 
perkawinan”. Ketentuan mulai berlakunya perjanjian perkawinan adalah 
sejak perkawinan dilangsungkan tersebut merupakan ketentuan umum 
(regel) dengan kekecualian ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. 
Jika perjanjian perkawinan berlaku sejak perkawinan dilangsungkan untuk 
perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan akan berakibat 
terhadap harta benda perkawinan yang telah terjadi sebelum perjanjian 









perkawinan selama dalam perkawinan jika ditentukan berlakunya sejak 
perkawinan berlangsung membawa dampak terhadap isi perjanjian 
perkawinan berkaitan dengan harta bersama yang telah terbentuk. 
Perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan atau pasca 
putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 mempunyai 
kedudukan hukum yang “mengikat” para pihak jika dibuat sesuai dengan 
ketentuan Pasal 29 Ayat (2) UUP sepanjang perjanjian perkawinan 
tersebut tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan dan 
memperhatikan syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 
1320 KUHPerdata, harus dicatatkan pada Kantor Pencatatan Perkawinan 
agar mengikat pihak ketiga. Perjanjian perkawinan yang dibuat pasca 
Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 tersebut di atas, maka perjanjian 
perkawinan dapat dibuat sepanjang perkawinan juga berlaku terhitung 
sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian 
perkawinan mereka. Jika para pihak tidak menentukan “kapan” perjanjian 
perkawinan tersebut mulai berlaku maka perjanjian perkawinan “mulai 
berlaku terhitung sejak perkawinan dilangsungkan”.  Perjanjian 
perkawinan yang dibuat pasca Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 harus 
didaftarkan ke Kantor Pencatat Perkawinan agar mempunyai kekuatan 
mengikat baik bagi suami istri maupun pihak ketiga yang tersangkut. 
Pencatatan Perjanjian perkawinan tersebut mendasarkan pada Surat 
Kementerian Dalam Negeri RI No. 472.2/5876/Dukcapil tanggal 19 Mei 









perkawinan. Selama perkawinan oleh suami istri dapat dilakukan 
perubahan atas perjanjian perkawinan dan kemungkinan dilakukan 
perubahan. Perjanjian perkawinan harus mendapatkan perhatian khusus 
karena akibatnya berkaitan dengan kedudukan harta kekayaan suami istri 
dapat mempengaruhi hubungan keperdataan terhadap pihak ketiga. 
Sebaiknya perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang dalam ikatan 
perkawinan harus dilaporkan ke Pegawai Pencatatan Perkawinan agar 
mengikat pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum serta 
perlindungan hukum para pihak. 
2. Pandangan Hukum Islam terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi 
tentang Perjanjian Perkawinan 
Perjanjian perkawinan dalam pengertian Kompilasi Hukum Islam 
merupakan suatu kesepakatan bersama bagi calon suami dan calon istri 
yang harus dipenuhi apabila mereka sudah menikah, akan tetapi jika salah 
satu pihak tidak memenuhi atau melanggar perjanjian perkawinan tersebut 
maka salah satunya bisa menuntut meminta untuk membatalkan 
perkawinannya begitu juga sebaliknya, sebagai sanksi atas tidak 
dipenuhinya perjanjian perkawinan tersebut (Pasal 51 KHI). Perjanjian ini 
juga bisa disebut dengan perjanjian pra-nikah karena perjanjian tersebut 
dilaksanakan secara tertulis pada waktu atau sebelum perkawinan 
dilangsungkan dan harus disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (Pasal 47 









perkawinan tidak dapat disahkan apabila melanggar batas-batas hukum, 
agama dan kesusilaan (Pasal 29 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974).
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Perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan 
dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat nikah (Pasal 29 ayat 3 UU 
No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 50 ayat 1 KHI). Selama perkawinan 
berlangsung, perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua 
belah pihak ada perjanjian untuk mengubah dan perubahan tidak 
merugikan pihak ketiga (Pasal 29 ayat 4 UU No. 1 Tahun 1974).
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Dalam Pasal 47 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa  
“pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon 
mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai 
Pencatat Nikah (pada Kantor Urusan Agama saja) mengenai kedudukan 
harta dalam perkawinan”. Meskipun makna Pasal 29 Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah diperluas Mahkamah 
Konstitusi, redaksi Pasal itu masih mempertahankan frasa perjanjian 
perkawinan dengan frasa perjanjian tertulis. Karena itu, perjanjian 
perkawinan perlu dengan akta notaris karena sifatnya yang berlaku jangka 
panjang dan baru berakhir jika perkawinan berakhir akibat kematian atau 
perceraian. 
Secara etimologi perjanjian atau kontrak dapat diartikan sebagai 
suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 
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 Istilah perjanjian perkawinan dalam hukum Islam 
tidak ditemukan secara terperinci dalam literatur fikih, yang ada dalam 
literatur fikih dengan bahasan maksud yang sama yakni “ijab qabul yang 
disertai dengan syarat” atau “persyaratan dalam perkawinan”. Bahasan 
tentang syarat dalam perkawinan tidak sama dengan syarat perkawinan 
yang ada dalam kitab fikih karena yang dibahas dalam syarat perkawinan 
adalah syarat-syarat untuk sahnya suatu perkawinan.
94
 Kaitan antara syarat 
dalam perkawinan dengan perjanjian perkawinan adalah karena perjanjian 
itu berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang 
melakukan perjanjian tersebut,. Syarat atau perjanjian yang dimaksud ini 
dilakukan diluar prosesi akad perkawinan. Oleh karena itu, perjanjian 
perkawinan itu tidak ada kaitan hukum antara akad nikah yang 
dilaksanakan secara sah dengan pelaksanaan syarat yang ditentukan dalam 
perjanjian itu. Hal ini berarti bahwa tidak dipenuhinya perjanjian tidak 
menyebabkan batalnya nikah yang sudah sah. 
Pada dasarnya hukum Islam tidak secara rinci menjelaskan 
mengenai perjanjian perkawinan, namun lebih pada isyarat tentang 
kebenaran dan kebolehan mengadakan perjanjian (secara universal) selama 
objeknya tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hukum Islam memiliki 
prinsip kebolehan melakukan suatu perbuatan selama memiliki unsur 
manfaat dan nilai mashlahat. Jika dikembalikan pada perjanjian 
perkawinan kita dapat menjumpai adanya manfaat dan mashlahat dari 
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adanya perjanjian perkawinan bagi pasangan suami istri bahkan bagi pihak 
lain. Oleh karena itu, perjanjian perkawinan dipandang memenuhi prinsip 
hukum Islam sebagaimana disebut diatas. 
Terkait dengan perjanjian perkawinan, meskipun al-Qur’an dan 
hadis tidak menyebutkan secara terperinci tentang hukum perjanjian 
perkawinan, namun beberapa ulama fikih berpendapat bahwa ketetapan 
dibolehkan melakukan perjanjian perkawinan didasarkan pada prinsip 
bahwa suatu perbuatan bebas menurut asalnya. Dalam kaidah fikih 
dikatakan :  
 زمل   ي ةعارم طرش  لا درق   ب ناك ملإا
 
Artinya : “ Sebisa mungkin kondisi itu harus diperhatikan.” 
 
 د قاع ت   لا  ب هامزت   لإام وت  جي  ت   وو ه  يد قاع ت  م لا يض ر دق ع  لا ى  ف لص  لاا
 
Artinya:“ Prinsip dalam kontrak adalah persetujuan dari pihak yang 
mengadakan kontrak dan kewajiban mereka adalah apa 
yang mereka buat atas diri mereka sendiri dengan 
kontrak.” 
Perjanjian perkawinan sebagaimana dikemukakan diatas 
dianalogikan dengan perjanjian-perjanjian lain pada umumnya, oleh 
karena itu tinjauan hukumnya tidak bisa dipisahkan dengan tinjauan 
hukum perjanjian-perjanjian pada umumnya. Dalam fikih sunnah terdapat 
suatu penjelasan yang berkaitan dengan masalah perjanjian perkawinan 
ini. Penjelasannya mengatakan bahwa perjanjian perkawinan ada yang 
wajib dipenuhi dan ada yang secara tegas dilarang oleh shara’.  









wajib dipenuhi dan apa yang tidak wajib dipenuhi, dan juga perjanjian apa 
yang diperselisihkan mengenai wajib tidaknya pemenuhannya serta yang 
secara tegas dilarang oleh shara’ itu.
95
 Sebelumnya hal ini, akan ditinjau 
dari segi yuridisnya bahwa perkawinan itu merupakan suatu perjanjian dan 
merupakan persetujuan suci.
96
Dikatakan suatu perjanjian karena 
kenyataannya yaitu perjanjian yang dilakukan antara laki-laki dan 
perempuan yang tujuannya untuk menghalalkan hubungan kelamin dan 
dikatakan sebagai persetujuan suci. 
Menurut Nadimah Tanjung, aspek perjanjian perkawinan 
mempunyai tiga karakter yang khusus, apabila dibandingkan dengan 
perjanjian lain pada umumnya, adapun ketiga karakter tersebut adalah 
sebagai berikut: 
1) Bahwa perkawinan tidak dapat dilangsungkan tanpa keridhaan dan 
kesukarelaan dari masing-masing pihak yang bersangkutan. 
2) Bahwa kedua belah pihak yang mengikat perkawinan itu saling 
mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut sesuai dengan 
ketentuan-ketentuan yang berlaku. 
3) Bahwa perjanjian perkawinan itu mengatur batas-batas hukum 
mengenai hak dan kewajiban masing-masing suami istri.
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Selain itu, apabila dikaitkan dengan teori kebebasan berakad dan 
berdasarkan apa yang sudah dikemukakan diatas dengan adanya putusan 
 
95
Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah; alih bahasa oleh Moh. Thali, cet.7, (Jakarta: Al Ma;arif, 
1990), 71. 
96
Ashaf, A Fyzoe, Pokok-Pokok Hukum Islam, (Jakarta: Tinta Emas, 1965), 108. 
97









Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, hukum Islam 
memberikan kebebasan berakad kepada setiap orang dan kebebasan 
membuat kalusul sepanjang tidak bertentangan dengan syari’at. Oleh 
karena itu, salah satu aspek dari perjanjian perkawinan adalah perkawinan 
memberi batas-batas hak dan kewajiban suami istri. Tetapi, yang 
terpenting untuk dikemukakan adalah bahawa hak maupun kewajiban dari 
adanya perkawinan terhadap suami istri telah ditentukan dalam hukum 



















1. Pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
69/PUU-XIII/2015 memberikan perluasan makna perjanjian dalam Pasal 
29 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4), yang tadinya perjanjian perkawinan 
tersebut dilakukan “Pada waktu atau sebelum perkawinan 
dilangsungkan”. Sekarang diperluas menjadi “Pada waktu atau sebelum 
dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan”. Dan bahwasanya 
permohonan Pemohon sepanjang menyangkut Pasal 29 ayat (1), ayat (3) 
dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beralasan menurut 
hukum untuk sebagian serta bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan 
hukum mengikat dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak 
dimaknai. 
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tersebut sejalan 
dengan hukum progresif dan hukum Islam. Sebagaimana asumsi dasar 
hukum progresif bahwa hukumuntuk manusia bukan sebaliknya dan 
hukum selalu ada pada proses yang menjadi bukan institusi yang mutlak 
serta final. Maka perubahan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah 
Konstitusi tersebut merupakan wujud progresivitas hukum. Serta, terkait 
dengan perjanjian perkawinan dalam hukum Islam kita dapat mempunyai 
adanya manfaat dan mashlahat dari adanya perjanjian perkawinan bagi 
pasangan suami isteri bahkan bagi pihak lain. 
B. Saran 
 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, terdapat beberapa 
saran untuk dicermati dan ditindaklanjuti.Adapun yang menjadi saran peneliti 












1. Sebaiknya para pihak yang membuat perjanjian perkawinan yang dibuat 
setelah perkawinan berlangsung mengatur waktu mulai berlakunya 
perjanjian perkawinan , yakni sejak perjanjian tersebut dibuat, sehingga 
perjanjian tersebut tidak berlaku surut. 
2. Sebaiknya para pihak membuat perjanjian perkawinan di hadapan notaris 
agar para pihak dapat mendapatkan penyuluhan hukum tentang kondisi 
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